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  SATKER PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

KATA PENGANTAR 
 

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas 

rahmat-Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025 

Satuan Kerja Perumahan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat 

tersusun dengan baik dan tepat waktu. 

Penyusunan laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam mengelola 

program, anggaran, serta kinerja sepanjang Tahun Anggaran 2025. Laporan ini juga 

menjadi bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 

2014, serta mendukung penerapan Reformasi Birokrasi yang menekankan efektivitas 

kinerja, orientasi hasil, dan peningkatan kualitas layanan publik. 

Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi seluruh jajaran Kementerian 

Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam menyelaraskan arah kebijakan 

dan kinerja dengan agenda nasional RPJMN 2025–2029, yang menempatkan 

penyediaan hunian layak, pengurangan backlog, peningkatan kualitas permukiman, 

dan penguatan tata kelola perumahan sebagai salah satu prioritas pembangunan 

nasional. 

Dalam kerangka tersebut, Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara 

Barat memiliki peran strategis untuk mendukung pencapaian sasaran Kementerian 

PKP melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang menyasar 

peningkatan akses masyarakat terhadap rumah layak huni, terjangkau, dan 

berkelanjutan. Capaian kinerja yang disajikan dalam LAKIP ini merupakan hasil 

kolaborasi berbagai pihak, penggunaan data yang semakin akurat dan digital, serta 

upaya perbaikan berkelanjutan pada tata kelola pelaksanaan anggaran maupun 

kinerja teknis di lapangan. 

Melalui LAKIP ini, kami menegaskan komitmen untuk terus memperkuat akuntabilitas, 

meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, serta mengoptimalkan hasil 

kinerja yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Selain sebagai wujud 

pertanggungjawaban, laporan ini juga kami jadikan instrumen untuk melihat 

keberhasilan, tantangan, serta langkah perbaikan yang diperlukan dalam menghadapi 

dinamika kebutuhan perumahan dan permukiman di Provinsi Nusa Tenggara Barat. 
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Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada 

seluruh pihak, baik pimpinan, mitra kerja, pemerintah daerah, maupun seluruh 

pegawai yang telah memberikan dukungan, arahan, dan kerja sama dalam 

pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan ini. Laporan ini diharapkan tidak 

hanya menjadi laporan formal, tetapi juga menjadi peta jalan perbaikan untuk 

meningkatkan profesionalitas, kualitas pelayanan, serta kontribusi Satker dalam 

mendukung terwujudnya perumahan layak huni bagi seluruh rakyat Indonesia menuju 

Indonesia Emas 2045. 

 

 Lombok Barat, 23 Januari 2026 

 Kepala Satuan Kerja Perumahan dan 

 Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat 

 

 

 

 Made Aryati, S.T., M.Eng.  
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EXECUTIVE SUMMARY 
 
 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja 

Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 

Anggaran 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas 

dan fungsi yang telah diamanahkan, sekaligus sebagai bagian dari komitmen Satker 

PKP NTB dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan 

berorientasi hasil. Laporan ini merefleksikan kinerja Satker PKP NTB dalam 

mengelola sumber daya, SDM, sarana prasarana, serta anggaran DIPA untuk 

menghasilkan capaian yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. 

Sebagai unit pelaksana yang berada di bawah koordinasi langsung Balai 

Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I (BP3KP NT I), Satker PKP NTB 

berperan strategis dalam mendukung penyelenggaraan program perumahan dan 

kawasan permukiman di wilayah Provinsi NTB. Seluruh pelaksanaan kegiatan Satker 

merujuk pada tugas dan fungsi Balai P3KP sebagai induk organisasi, sehingga 

kontribusi Satker menjadi bagian penting dari pelayanan perumahan secara nasional. 

Selaras dengan arah kebijakan Kementerian Perumahan dan Kawasan 

Permukiman (PKP) serta prioritas nasional dalam RPJMN 2025–2029, Satker PKP 

NTB berfokus untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sektor perumahan 

melalui peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak, inklusif, dan 

berkelanjutan. Capaian kinerja yang disajikan dalam LAKIP ini mencerminkan upaya 

Satker dalam menjalankan layanan teknis, memperkuat tata kelola, serta 

meningkatkan efektivitas pelaksanaan anggaran dan kegiatan fisik di lapangan. 

Realisasi kegiatan yang tercantum di dalam laporan ini merupakan hasil 

pelaksanaan program sepanjang Januari–Desember 2025. Pengukuran kinerja 

mengacu pada indikator-indikator yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 

2025. Melalui laporan ini, Satker tidak hanya menyampaikan capaian, tetapi juga 

mengidentifikasi tantangan, permasalahan, serta strategi tindak lanjut yang diperlukan 

untuk meningkatkan kinerja pada tahun-tahun berikutnya. 
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Dengan tersusunnya LAKIP ini, Satker PKP NTB menegaskan komitmennya 

untuk terus berkontribusi dalam memperkuat penyelenggaraan perumahan dan 

permukiman, mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta 

mempercepat terwujudnya hunian layak menuju Indonesia Emas 2045.  

Mengacu pada sasaran strategis dalam kerangka kebijakan Kementerian 

Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Tahun 2025, Satker Perumahan dan 

Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat melaksanakan dua kelompok 

kegiatan utama, yaitu penyediaan akses perumahan yang efisien, layak, terjangkau, 

dan berkelanjutan di Provinsi NTB serta Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan 

Pengawasan Intern Kementerian PKP. Kedua kegiatan tersebut menjadi fokus Satker 

PKP NTB dalam mendukung pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat serta 

memperkuat tata kelola pembangunan perumahan di daerah. Melalui pelaksanaan 

kegiatan pembangunan rumah, peningkatan kualitas hunian, pengembangan 

kawasan permukiman, pengelolaan data, perencanaan program, serta koordinasi 

teknis dan evaluasi, Satker PKP NTB berkontribusi langsung terhadap pencapaian 

sasaran strategis Kementerian PKP di daerah, sekaligus memastikan bahwa 

penyelenggaraan perumahan di Provinsi NTB terlaksana secara efektif, akuntabel, 

dan sesuai arah pembangunan nasional dalam RPJMN 2025–2029. 

Tabel I.  Capaian Kinerja Satker PKP NTB TA 2025  

NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

DIPA Sekretariat Jenderal 

SK-1 Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Jenderal 
1. Jumlah Layanan Perkantoran 1 Layanan 1 Layanan 100% 

DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman 

SK-1 Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman 

1. 
Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan 
Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan 
Kumuh Perumahan 

1 Laporan 1 Laporan 100% 

2. Jumlah Unit Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman 1.345 Unit 1.345 Unit 100% 

SK-2 Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh 

1. Jumlah Luas Penanganan Permukiman Kumuh 18,23 Hektar 18,23 Hektar 100% 

DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan 

SK-1 Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di Perdesaan 

1. 
Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan 
Perumahan Perdesaan 

1 Laporan 1 Laporan 100% 

DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan 

SK-1 Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di Perkotaan 

1. 
Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan 
Perumahan Perkotaan 

1 Laporan 1 Laporan 100% 

SK-1 Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman 

1. Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perkotaan 265 Unit 265 Unit 100% 
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Secara umum, capaian kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Tahun Anggaran 2025 

menunjukkan hasil yang baik. Dari seluruh DIPA yang dikelola, seluruh indikator 

kinerja berhasil mencapai target yang ditetapkan, namun salah satu DIPA yaitu DIPA 

Direktorat Jenderal Perdesaan tercatat dengan realisasi anggaran nihil dikarenakan 

berada diluar zona delineasi cakupan wilayah kerja Satker PKP Provinsi NTB sesuai 

Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 023/KPTS/M/2025 

tanggal 17 Maret 2025 tentang Deliniasi Perkotaan, Perdesaan dan Pesisir Dalam 

Mendukung 3juta Rumah. Dan untuk capaian kinerja pada DIPA Sekretariat Jenderal, 

Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, serta Direktorat Jenderal Perumahan 

Perkotaan secara keseluruhan mencapai 100 persen sesuai target. Sejalan dengan 

capaian kinerja tersebut, Satker PKP NTB juga mencatat realisasi anggaran sebesar 

97,11 persen terhadap pagu akhir per 31 Desember 2025, yaitu sebesar 

Rp46.765.926.489 dari total pagu TA 2025 sebesar Rp48.155.802.000, dan progres 

fisik seluruh kegiatan mencapai 100 persen. Dengan capaian tersebut, pelaksanaan 

program dan kegiatan Satker PKP NTB dapat dinilai terlaksana dengan baik, efektif, 

dan tuntas sesuai target yang telah ditetapkan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Sebagai pedoman dalam penyusunan laporan kinerja yang akuntabel, Pemerintah 

telah menerbitkan sejumlah regulasi terkait penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menjadi dasar penyusunan LAKIP Tahun 

2025, antara lain: 

1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah; 

2) PermenPANRB Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran 

PermenPANRB Nomor 25 Tahun 2012 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

3) PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja; 

4) PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan 

Kinerja Pemerintah Pusat; 

5) PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Reviu atas Laporan 

Kinerja Pemerintah Pusat; 

6) Peraturan Menteri Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 15 

Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah di lingkungan Kementerian PKP; 

7) Peraturan Menteri Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 

Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PKP; 

8) Peraturan Menteri Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 14 

Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Tahun  2025-2029. 

Dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP) secara konsisten, Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mengupayakan penerapan sistem 

pertanggungjawaban yang tepat dan terukur untuk memastikan seluruh proses 

pembangunan berlangsung secara efektif, efisien, transparan, serta bebas dari praktik 

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Komitmen ini diharapkan dapat meningkatkan 
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kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja Satker PKP NTB sebagai 

bagian dari penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan 

Kementerian PKP. 

Untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai 

salah satu prasyarat mewujudkan pemerintahan yang baik, efektif, dan terpercaya, 

diperlukan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 

yang terintegrasi. Sistem ini menghubungkan proses perencanaan, pemrograman, 

penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan, hingga pelaporan kinerja melalui 

penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 

Sejalan dengan ketentuan tersebut, penyusunan LAKIP memiliki peran strategis 

karena memberikan informasi komprehensif mengenai : 

1) Keberhasilan atau ketidaktercapaian output dan outcome sebagaimana tercantum 

dalam Penetapan Kinerja Tahun 2025; 

2) Penjelasan kinerja beserta ukuran keberhasilannya melalui indikator-indikator 

kinerja non keuangan; 

3) Keterkaitan antara capaian kinerja dengan penggunaan sumber daya; 

4) Permasalahan, kendala, serta rekomendasi yang diperlukan untuk peningkatan 

kinerja Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara 

Barat. 

LAKIP Satker PKP NTB disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas 

pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah diamanahkan, meliputi pemanfaatan seluruh 

sumber daya, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta dana anggaran 

(DIPA) dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas teknis dan administrasi SATKER 

PKP NTB. Penyusunan laporan ini juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan 

akuntabilitas kinerja melalui proses pelaksanaan yang transparan, efisien, dan 

berorientasi pada hasil. 

Realisasi kegiatan yang disampaikan dalam LAKIP ini merupakan hasil 

pelaksanaan program yang berlangsung dari Januari hingga Desember 2025. 

Pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan seluruh indikator yang telah ditetapkan 

dalam Penetapan Kinerja Satker PKP NTB Tahun Anggaran 2025, sehingga laporan ini 

dapat menggambarkan secara objektif tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan serta 
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kontribusinya terhadap pencapaian sasaran strategis Balai Pelaksana Penyediaan 

Perumahan Nusa Tenggara I. 

 

B. Tugas dan Fungsi 

Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat 

(Satker PKP NTB) berperan untuk mendukung sepenuhnya pelaksanaan tugas dan 

fungsi dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I (BP3KP NT I) 

karena Satker PKP NTB merupakan unit pelaksana di bawah koordinasi langsung dari 

BP3KP NT I. Uraian tugas dan fungsi Satker PKP NTB merujuk pada Tugas dan Fungsi 

Balai P3KP sebagai induk organisasi, sehingga Satker berperan melaksanakan, 

membantu, dan memperkuat pelaksanaan kegiatan penyediaan perumahan, 

peningkatan kualitas perumahan, serta pengembangan kawasan permukiman, sesuai 

kebutuhan operasional di wilayah kerja. Berikut tugas dan fungsi Balai yang menjadi 

acuan bagi Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB:  

1. Tugas 

Dalam rangka menjalankan, melaksanakan, membantu, dan memperkuat 

pelaksanaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, Satker PKP 

NTB mendukung tugas Balai P3KP sebagaimana berikut: 

“Melaksanakan penyediaan perumahan, peningkatan kualitas 

perumahan, pengembangan kawasan permukiman, penataan kawasan 

permukiman pasca bencana dan kerusuhan sosial, dan fasilitasi serah 

terima aset.” 

2. Fungsi 

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Balai P3KP, Satker PKP NTB 

mendukung penyelenggaraan fungsi Balai P3KP sebagai berikut: 

1) Penyusunan program dan anggaran; 

2) Penyusunan rencana teknis; 

3) Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan; 

4) Pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis; 

5) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan PKP; 

6) Pengelolaan data dan informasi PKP; 

7) Pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan kawasan pasca bencana dan 
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kerusuhan sosial; 

8) Pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian; 

9) Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian; 

10) Pelaksanaan fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen; 

11) Pelaksanaan koordinasi forum PKP; 

12) Pelaksanaan, pemantauan evaluasi dan koordinasi fasilitasi pembiayaan 

perumahan; 

13) Pelaksanaan fasilitasi serah terima aset; 

14) Pelaksanaan dan koordinasi RB, pembangunan ZI dan SMAP; 

15) Pelaksanaan urusan tata usaha umum dan rumah tangga serta layanan hukum 

balai. 

 

C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia 

Satker PKP NTB dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh Sumber 

Daya Manusia (SDM) yang menjadi unsur kunci dalam penyelenggaraan manajemen 

program perumahan dan permukiman. SDM pada satuan kerja memegang peran 

strategis dalam memastikan ketercapaian target dan sasaran kinerja sesuai kebijakan 

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP). Kualitas 

aparatur yang diharapkan mencakup profesionalitas, kompetensi teknis, integritas, 

orientasi pelayanan, produktivitas, serta kemampuan bekerja secara akuntabel dan 

adaptif terhadap dinamika kebijakan sektor perumahan dan permukiman. Struktur 

organisasi Satker PKP NTB dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 
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Gambar I.1 Struktur Organisasi Satker PKP NTB Tahun 2025 

Struktur organisasi Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB 

Tahun 2025 dipimpin oleh Kepala Satker yang membawahi 4 pejabat perbendaharaan, 

yaitu: PP–SPM, Bendahara Pengeluaran/Penata BMN, PPK Rumah Swadaya dan 

Pengembangan Kawasan Permukiman, serta PPK Perencanaan dan Pengendalian. 

Keempat jabatan tersebut didukung oleh kelompok jabatan fungsional dan pelaksana 

yang terdiri dari Analis Pengelolaan Keuangan APBN, Penata Kelola Perumahan, 

Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman, Arsiparis, Pranata 

Komputer, Teknik Tata Bangunan dan Permukiman, Pengadministrasi Perkantoran, 

serta Operator Layanan Operasional sebagaimana tergambar pada struktur 

organisasi. 

Penyelenggaraan kegiatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman 

yang dilaksanakan oleh Satker PKP NTB yang memiliki SDM yang dengan peran, 

tanggung jawab, dan wewenang masing-masing. Jumlah SDM pada Satker 

Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB di tahun 2025 terdiri dari unsur 

Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Negeri Sipil (CPNS), serta Pegawai Pemerintah 

dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sesuai kebutuhan layanan teknis dan operasional. 
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SDM tersebut dialokasikan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan unit kerja, 

sehingga seluruh proses perencanaan, pengelolaan anggaran, pembangunan fisik, 

pelayanan administrasi, hingga pemantauan dan pengendalian kegiatan dapat 

berjalan efektif. Gambaran lengkap komposisi SDM ditampilkan dalam diagram 

berikut.  

 

STATUS 

PNS CPNS PPPK JUMLAH 

5 11 13 29 

Gambar I.2 Komposisi SDM Aparatur Berdasarkan Status Kepegawaian 

 

Gambar I.3 Komposisi SDM Aparatur Berdasarkan Gender 
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Gambar I.4 Komposisi SDM Aparatur Berdasarkan Golongan 

 
Gambar I.5 Komposisi SDM Aparatur Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 
Gambar I.6 Komposisi SDM Aparatur Berdasarkan Rentang Usia 

SDM pada Satker PKP NTB di tahun 2025 berjumlah 29 orang yang mencakup 4 

pejabat inti dan 25 pegawai. Berdasarkan golongan, jumlah ASN di Satker adalah 24 

orang yang terdiri dari 5 PNS, 11 CPNS, dan 13 PPPK. Dari seluruh pegawai yang 

bertugas di Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa 

Tenggara Barat, tercatat sebanyak 29 pegawai, yang terdiri atas 12 laki-laki dan 17 

perempuan. Jumlah pegawai perempuan yang lebih besar dibandingkan laki-laki juga 

menunjukkan meningkatnya partisipasi perempuan dalam pelaksanaan tugas teknis 

dan manajerial di lingkungan Satker PKP NTB.  
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Komposisi ini menunjukkan bahwa satuan kerja memiliki tenaga kerja yang cukup 

beragam dan seimbang untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis maupun 

administratif di sektor perumahan dan permukiman. Dengan kapasitas SDM yang 

tersedia, satuan kerja diharapkan mampu memenuhi target kinerja dan mendukung 

penyelenggaraan program prioritas Kementerian PKP secara berkelanjutan dan 

akuntabel. 

Penyelenggaraan kegiatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman 

yang dilaksanakan oleh Satker PKP NTB yang memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) 

yang dengan peran, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing. Secara struktur 

internal, Satker ini dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Kerja yang dibantu oleh 

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar 

(PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran. Susunan organisasi inti Satker terdiri dari:  

a) Kepala Satuan Kerja, bertugas menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 

(DIPA), menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana, 

memberikan supervisi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan, mengawasi 

penatausahaan dokumen, serta menyusun laporan keuangan dan kinerja. 

b) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK): Terdapat PPK Rumah Swadaya dan 

Pengembangan Kawasan Permukiman dan PPK Perencanaan dan Pengendalian. 

Tugas PPK adalah menyusun rencana pelaksanaan kegiatan, menerbitkan Surat 

Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, menandatangani kontrak, mengendalikan 

pelaksanaan kontrak, serta menguji kebenaran tagihan kepada negara. 

c) Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), bertugas menguji 

kebenaran Surat Perintah Pembayaran (SPP) beserta dokumen 

pendukungnya,membebankan tagihan pada mata anggaran, dan menerbitkan 

Surat Perintah Membayar (SPM). 

d) Bendahara Pengeluaran, bertugas menerima, menyimpan, menatausahakan, dan 

membukukan uang/surat berharga, melakukan pemotongan pajak, serta melakukan 

pembayaran atas perintah PPK setelah pengujian ketersediaan dana. 

e) Unit Pendukung Teknis dan Administrasi, bertugas untuk mendukung kelancaran 

operasional, meliputi beberapa Jabatan Fungsional dan Jabatan pelaksana yang 

bertugas sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. 
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D. Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana merupakan komponen penting yang berfungsi sebagai 

fasilitas pendukung dalam pelaksanaan kegiatan organisasi. Keberadaan sarana dan 

prasarana yang memadai memiliki peran strategis dalam meningkatkan produktivitas 

kerja dan efektivitas penyelenggaraan tugas Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam konteks organisasi pemerintah, 

sarana dan prasarana tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu pelaksanaan kegiatan, 

tetapi juga sebagai bagian dari sistem pendukung operasional yang memastikan 

berbagai aktivitas dapat berjalan tertib, cepat, dan sesuai prosedur. 

Ketersediaan sarana dan prasarana yang baik menjadi pendorong peningkatan 

kinerja pegawai, karena fasilitas kerja yang memadai memungkinkan pelaksanaan 

tugas menjadi lebih terorganisir, efisien, dan tepat waktu. Oleh karena itu, pemenuhan 

dan pengelolaan sarana-prasarana merupakan bagian integral dari proses peningkatan 

kualitas layanan pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi 

NTB, terutama dalam pelaksanaan program pembangunan perumahan dan penataan 

kawasan permukiman di wilayah kerja. 

1. Sarana dan Prasarana Fisik 

Dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), salah satu kategori aset yang 

dimiliki oleh satuan kerja adalah aset tetap, yaitu barang milik negara yang digunakan 

dalam kegiatan operasional dan tidak dimaksudkan untuk dijual. Aset tetap tersebut 

merupakan bagian dari aset pengguna dan menjadi dukungan utama bagi kelancaran 

tugas dan fungsi satuan kerja. Aset tetap yang terdiri dari aset intrakomptabel dan 

ekstrakomptabel yang dimiliki oleh Satker PKP NTB Tahun 2025 disajikan dalam tabel 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 



 LAPORAN AKHIR KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2025 
 

11 
 

   SATKER PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

Tabel I.1  Daftar Aset Satker PKP NTB Tahun 2025 

 

2. Transformasi Digital 

Dalam pelaksanaan kegiatan di Satker PKP NTB, penggunaan teknologi 

informasi sebagai sarana dan prasarana non fisik juga menjadi faktor pendukung 

utama agar proses kerja dapat berlangsung secara cepat, tepat, dan akuntabel. 

Adapun bentuk-bentuk pemanfaatan teknologi informasi tersebut adalah sebagai 

berikut. 

a) Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)  

Aplikasi SAKTI digunakan untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran 

Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) SAKTI mengintegrasikan seluruh 

aplikasi Satker yang ada. Mempunyai fungsi utama dari mulai Perencanaan, 

Pelaksanaan hingga Pertanggungjawaban Anggaran. Aplikasi SAKTI digunakan 

oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga. 

Seluruh Transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara 

sistem elektronik.  

b) Aplikasi Satu Anggaran  (SatuDJA) 

Aplikasi SatuDJA adalah akronim dari Sistem Aplikasi Terpadu Anggaran 

Kementerian Keuangan RI yang yang mengintegrasikan seluruh sistem informasi 
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dan sistem aplikasi yang dihasilkan oleh DJA, sehingga diharapkan pegawai dan 

stakeholder DJA hanya perlu mengakses satu sistem aplikasi untuk 

menyelesaikan seluruh proses bisnis penganggaran. Satu DJA dibangun pada 

tiga platform sistem aplikasi, yaitu: aplikasi berbasis desktop, aplikasi berbasis 

web, dan aplikasi berbasis mobile dengan tujuh sub sistem yang saling 

terintegrasi. 

c) myPKP 

myPKP merupakan aplikasi pemantauan dan pelaporan dengan 

penyampaian data secara elektronik (online) serta dapat dipantau secara terus 

menerus untuk penilaian terhadap kualitas dan efektivitas sistem pengendalian 

dalam Kementerian PKP. Data tersebut digunakan sebagai bahan pelaporan 

kepada pimpinan, baik dari Kepala Satker ke Balai Pelaksana Penyediaan 

Perumahan hingga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 

Dengan adanya myPKP, pelaporan data progress pelaksanaan pekerjaan di 

lapangan dapat dilakukan secara cepat dan akurat sehingga membantu 

pengambilan keputusan oleh pimpinan dengan tepat.   

d) Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN)  

SIMAK-BMN merupakan aplikasi yang digunakan untuk mencatat dan 

mengorganisir barang milik negara, mulai dari pembelian, transfer masuk-keluar 

antar instansi, sampai penghapusan dan pemusnahan barang milik negara 

SIMAK-BMN dan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) sebagai subsistem harus 

saling berjalan secara simultan. Dengan demikian dapat dilakukan check and 

balance antara arus uang dan arus barang.Selain itu, SIMAK-BMN juga 

menyatukan konsep manajemen barang dengan pelaporan untuk tujuan 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dalam bentuk neraca. 

e) OM-SPAN 

Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara 

(OM-SPAN) adalah sistem berbasis web yang dikembangkan oleh Kementerian 

Keuangan untuk memantau pelaksanaan anggaran dan transaksi keuangan 

negara secara online. OMSPAN digunakan oleh Satker untuk melihat data 

realisasi anggaran, pencairan dana (SP2D), pagu anggaran, serta berbagai 

laporan keuangan secara real time. Dengan OMSPAN, proses monitoring 

anggaran menjadi lebih transparan, akurat, dan akuntabel. 
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f) Modul Penerimaan Negara (MPN) 

Aplikasi MPN adalah sistem yang dikelola oleh Kementerian Keuangan yang 

digunakan Satker untuk memfasilitasi proses penerimaan negara secara 

elektronik. MPN digunakan untuk mengelola dan mencatat setoran penerimaan 

negara seperti pajak, bea dan cukai, serta PNBP (Penerimaan Negara Bukan 

Pajak). Melalui sistem MPN, pembayaran dilakukan menggunakan kode billing 

sehingga transaksi lebih tertib, akurat, dan tercatat secara real time. Dengan 

adanya MPN, proses pembayaran dan pelaporan penerimaan negara menjadi 

lebih transparan, efisien, dan akuntabel. 

g) SIMAN V2 

SIMAN v2 (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Versi 2) merupakan 

aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) 

Kementerian Keuangan untuk mendukung pengelolaan Barang Milik Negara 

(BMN) secara digital. Aplikasi ini digunakan oleh Satker untuk melakukan 

pencatatan, pengelolaan, pemantauan, serta pelaporan aset negara, mulai dari 

perolehan, pemanfaatan, pemindahtanganan, hingga penghapusan BMN. 

Dengan SIMAN v2, proses administrasi dan pengawasan aset negara menjadi 

lebih tertib, transparan, akuntabel, dan terintegrasi secara nasional. 

 

E. Isu Strategis 

Pada tahun 2025, arah pembangunan nasional didasarkan pada RPJMN 2025–

2029 sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, 

yang menjadi pedoman utama pemerintah dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 

2045. RPJMN tersebut menekankan percepatan pembangunan manusia, 

pengentasan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan dasar, pemerataan pembangunan 

wilayah, serta percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintahan Presiden 

Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menetapkan 

strategi pembangunan yang berorientasi pada penerapan good governance, 

pembangunan yang inklusif, serta peningkatan kesejahteraan rakyat sebagai fondasi 

utama pembangunan nasional.  

Visi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman selaras dengan visi 

Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2025–2029, yaitu “Bersama 

Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”. Dalam mendukung pencapaian visi 



 LAPORAN AKHIR KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2025 
 

14 
 

   SATKER PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

tersebut, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memiliki mandat 

strategis untuk memastikan tersedianya hunian yang layak huni, terjangkau, aman, 

dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.  

Arah kebijakan pembangunan sektor perumahan dirumuskan dalam kerangka 

Visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 yang berlandaskan 8 Misi 

Asta Cita, 17 Program Prioritas, dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat. Kebijakan sektor 

perumahan selaras dengan Asta Cita nomor 3, 6, dan 8, yang menekankan 

peningkatan lapangan kerja dan infrastruktur, pembangunan dari desa dan dari 

bawah untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, serta penguatan 

kehidupan masyarakat yang harmonis, adil, dan berkelanjutan. Implementasi 

kebijakan tersebut diwujudkan melalui Program Prioritas Nasional sektor perumahan 

yang berfokus pada pemenuhan rumah layak huni, terjangkau, dan didukung sanitasi 

yang memadai, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dengan 

tetap berpedoman pada prinsip keberlanjutan pembangunan, nilai-nilai ekonomi 

Pancasila, dan amanat UUD 1945. 

Bagi Satker PKP NTB, aspek strategis yang harus menjadi perhatian adalah: 

1) Percepatan penyediaan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah 

(MBR) sebagai kontribusi nyata terhadap target nasional peningkatan kualitas 

hidup keluarga miskin dan rentan. 

2) Penanganan kawasan kumuh dan permukiman tidak layak yang selaras dengan 

prioritas RPJMN terkait peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan 

infrastruktur dasar. 

3) Peningkatan efektivitas tata kelola pemerintahan, khususnya melalui 

implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang 

menekankan kinerja berbasis hasil (outcome), konsistensi data, dan efisiensi 

anggaran. 

Sementara itu, isu strategis yang dihadapi Satuan kerja Perumahan dan Kawasan 

Permukiman di wilayah kerja Provinsi NTB meliputi: 

1) Tingginya backlog perumahan dan jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di 

wilayah kerja Satker PKP NTB menuntut penguatan dan percepatan pelaksanaan 

program perumahan yang terarah untuk meningkatkan akses masyarakat, 

khususnya MBR, terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau. 
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2) Masih terdapatnya kawasan permukiman kumuh di wilayah kerja Satker PKP 

NTB yang perlu ditangani secara terpadu agar dapat berjalan efektif, terintegrasi, 

dan berkelanjutan. 

3) Wilayah NTB memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana alam seperti 

gempa bumi, banjir, dan tanah longsor. Kondisi ini menuntut penguatan standar 

teknis pembangunan rumah tahan bencana, peningkatan kualitas konstruksi, 

serta pengawasan pelaksanaan pembangunan agar memenuhi aspek 

keselamatan dan ketahanan struktural. 

4) Ketersediaan dan keterjangkauan lahan untuk pembangunan perumahan 

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) masih menjadi tantangan. 

Keterbatasan tata kelola pemanfaatan lahan, tingginya harga tanah di kawasan 

strategis, serta belum optimalnya sinkronisasi perencanaan tata ruang 

menghambat percepatan penyediaan hunian layak bagi MBR. 

5) Kualitas sanitasi, drainase, dan infrastruktur dasar lainnya di sebagian kawasan 

perumahan masih belum memadai. Hal ini memerlukan peningkatan 

pengawasan terhadap penggunaan anggaran, kualitas fisik pembangunan, serta 

konsistensi perencanaan agar output program benar-benar optimal, tepat 

sasaran, dan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas lingkungan hunian. 

Dengan demikian, isu strategis Satker PKP NTB tahun 2025–2029 berperan 

penting dalam mendukung pencapaian prioritas nasional, sekaligus memastikan 

bahwa pembangunan perumahan dan permukiman di NTB berkontribusi langsung 

pada kesejahteraan masyarakat dan agenda besar Indonesia menuju Indonesia emas 

2045. 

 

F. Sistematika Laporan 

Sistematika Laporan Kinerja Satker PKP NTB Tahun 2025 disusun untuk 

memberikan gambaran yang terstruktur mengenai proses perencanaan, 

pelaksanaan, pengukuran, dan evaluasi kinerja selama periode pelaporan. Struktur 

laporan ini mengikuti ketentuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP) dan memastikan bahwa setiap bagian mendukung penyajian informasi 

kinerja secara utuh, logis, dan akuntabel. Secara ringkas, laporan ini terdiri atas 

beberapa bagian utama, yaitu: 
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1) Kata Pengantar dan Executive Summary, memuat gambaran umum mengenai 

tujuan, sasaran, isu strategis, capaian kinerja, dan realisasi anggaran. 

2) Bab I: Pendahuluan, berisi latar belakang, tugas dan fungsi, struktur organisasi 

dan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, isu strategis, serta sistematika 

laporan. 

3) Bab II: Perencanaan Kinerja, memuat uraian mengenai rencana strategis, 

penetapan perjanjian kinerja beserta kronologinya, metode pengukuran kinerja, 

serta DIPA sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan. 

4) Bab III: Akuntabilitas Kinerja, menyajikan capaian kinerja berdasarkan perjanjian 

kinerja, program prioritas, prioritas nasional, dan hasil pemantauan; termasuk 

analisis perbandingan, realisasi anggaran, efisiensi penggunaan sumber daya, 

pemanfaatan informasi, serta faktor keberhasilan dan kendala. 

5) Bab IV: Penutup, memuat kesimpulan pelaksanaan kinerja selama periode 

pelaporan, beserta rekomendasi dan tindak lanjut untuk peningkatan kinerja pada 

periode berikutnya. 

Melalui sistematika tersebut, laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

kinerja yang komprehensif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus 

menjadi dasar evaluasi dan peningkatan kualitas penyelenggaraan program 

perumahan dan kawasan permukiman. 
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BAB II 
PERENCANAAN KINERJA 

 
A. Rencana Strategis 

Rencana Strategis Satker PKP NTB termuat dalam Dokumen Perencanaan yang 

meliputi tujuan, arah kebijakan, indikator kinerja program, indikator kinerja kegiatan, 

serta rencana pendanaan. Berdasarkan Dokumen Perencanaan tersebut, disusun 

Rencana Kinerja yang selanjutnya dituangkan dalam Penetapan Kinerja (PK) Tahun 

2025 Satker PKP NTB. 

1. Visi 

Visi Satker PKP NTB sejalan dengan visi Kementerian Perumahan dan 

Kawasan Permukiman (PKP) Tahun 2025–2029, yaitu : 

“Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.” 

Visi ini mencerminkan tujuan pembangunan perumahan dan kawasan 

permukiman yang mendukung akses hunian layak, terjangkau, berkualitas, 

aman, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat, termasuk Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah (MBR). Visi tersebut dioperasionalkan melalui 

peningkatan pelayanan perumahan, penanganan kawasan permukiman kumuh, 

penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas dasar, serta fasilitasi pembiayaan 

perumahan yang adaptif terhadap dinamika sosial-ekonomi daerah. 

Pencapaian visi memerlukan komitmen seluruh pemangku kepentingan di 

bidang perumahan dan kawasan permukiman, mengingat tingginya backlog 

perumahan, keterbatasan lahan produktif, serta tantangan kualitas kawasan 

permukiman utamanya di wilayah pesisir dan perkotaan di NTB. Satker PKP 

Provinsi NTB memiliki peran sebagai regulator, fasilitator, dan pelaksana program 

perumahan melalui empat sumber DIPA yang mengakomodasi kegiatan 

Operasional kantor melalui dukungan manajemen, penanganan kawasan 

permukiman melalui peningkatan akses perumahan yang layak dan terjangkau 

melalui pembangunan baru, peningkatan kualitas dan fasilitasi pembiayaan 

perumahan. 

Dengan visi tersebut, pembangunan perumahan tidak hanya dipandang 

sebagai penyediaan unit rumah, tetapi sebagai instrumen peningkatan 
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kesejahteraan, pengurangan kemiskinan, pemerataan pembangunan, 

peningkatan kualitas hidup, dan penguatan ketahanan komunitas. 

2. Misi 

Misi Satker PKP NTB sejalan dengan Misi Kementerian PKP yaitu : 

“Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan 

pemberantasan kemiskinan.” 

Visi dan Misi Kementerian PKP tersebut menjadi landasan Satker PKP Provinsi 

NTB dalam penyusunan penetapan kinerja, perencanaan anggaran, pelaksanaan 

kegiatan, serta penilaian akuntabilitas kinerja tahunan sesuai standar SAKIP 

Kementerian PKP. Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugas, Satker 

berpedoman pada Renstra Kementerian PKP 2025–2029, RPJMN 2025–2029, 

dan indikator kinerja prioritas nasional sektor perumahan dan kawasan 

permukiman. 

3. Tujuan 

Tujuan Satuan Kerja PKP NTB disusun untuk mendukung pencapaian visi 

dan misi Kementerian PKP sebagaimana selaras dengan visi pembangunan 

Presiden dan Wakil Presiden 2025–2029. Tujuan ini menjadi arah pelaksanaan 

program satker di daerah agar terintegrasi dengan arah kebijakan nasional, 

rencana prioritas Kementerian PKP, serta kebutuhan pembangunan perumahan 

di Provinsi NTB. Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan 

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, ditetapkan tujuan Satuan 

Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat 

sebagai berikut: 

Tabel II.1 Tujuan Satker PKP NTB 

TUJUAN SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NTB 

1. Meningkatkan Efektivitas 

Pelaksanaan Program BSPS secara 

Tepat Sasaran dan Berkualitas. 

Mewujudkan pelaksanaan Program Bantuan 

Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang 

efektif, tepat sasaran, dan berkualitas melalui 

penguatan perencanaan teknis, pendampingan 

masyarakat, serta pengendalian pelaksanaan 

kegiatan dalam rangka percepatan peningkatan 

kualitas rumah tidak layak huni di Provinsi Nusa 

Tenggara Barat. 
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TUJUAN SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NTB 

2. Meningkatkan Kualitas Kawasan 

Permukiman melalui Penanganan 

Kumuh, Sanitasi, dan PSU Terpadu. 

 

Mendorong peningkatan kualitas kawasan 

permukiman melalui pelaksanaan penanganan 

kawasan kumuh, penyediaan dan peningkatan 

infrastruktur sanitasi, serta pembangunan dan 

peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas 

umum (PSU) perumahan secara terpadu dan 

berkelanjutan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

3. Meningkatkan Efektivitas 

Pelaksanaan Program Perumahan di 

Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

 

Mendukung pelaksanaan program perumahan di 

Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui fasilitasi 

teknis, koordinasi lintas sektor, serta 

pendampingan pelaksanaan kegiatan 

pembangunan dan peningkatan kualitas 

perumahan agar berjalan efektif, terintegrasi, 

dan sesuai dengan kebutuhan wilayah serta 

kebijakan nasional. 

4. Memperkuat Koordinasi dan 

Kemitraan Penyelenggaraan 

Perumahan dan Kawasan 

Permukiman. 

 

Meningkatkan sinergi dan kolaborasi antara 

pemerintah pusat, pemerintah daerah 

kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat 

dalam pelaksanaan program perumahan dan 

kawasan permukiman melalui penguatan 

koordinasi, fasilitasi kemitraan, dan 

pemanfaatan sumber pendanaan alternatif. 

5. Meningkatkan Akuntabilitas dan 

Pengendalian Risiko Pelaksanaan 

Program Satuan Kerja. 

 

Mewujudkan tata kelola pelaksanaan program 

dan kegiatan satuan kerja yang transparan, 

akuntabel, dan berintegritas melalui penguatan 

sistem pengendalian intern, pemanfaatan data 

terintegrasi, serta peningkatan kualitas 

monitoring dan evaluasi pelaksanaan program 

perumahan dan kawasan permukiman. 

6. Meningkatkan Kapasitas 

Kelembagaan dan SDM Pelaksana 

Program Perumahan. 

Meningkatkan kapasitas pegawai, stakeholder 

dan seluruh pelaksana program perumahan dan 

kawasan permukiman di daerah melalui 

pembinaan teknis, pendampingan, serta 

penerapan NSPK dan standar pelaksanaan 

kegiatan secara konsisten. 

7. Meningkatkan Pemanfaatan Data 

dan Sistem Informasi Perumahan 

dalam Pelaksanaan Program. 

Mendorong pemanfaatan data dan sistem 

informasi perumahan dan kawasan permukiman 

sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, 
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TUJUAN SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NTB 

pemantauan, dan evaluasi program satuan kerja 

guna meningkatkan ketepatan sasaran dan 

efektivitas intervensi di Provinsi Nusa Tenggara 

Barat. 

 

4. Sasaran Strategis 

Sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan dan program Kementerian PKP di 

daerah, Satuan Kerja berperan dalam mendukung pencapaian Tujuan dan 

Sasaran Strategis melalui pelaksanaan Sasaran Program yang relevan. 

Keterkaitan ini memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan Satker 

selaras dengan arah kebijakan nasional serta berkontribusi nyata terhadap 

peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman. Berikut merupakan 

penjabaran dari Sasaran Program Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Provinsi NTB : 

a) Sasaran Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Satker PKP 

Provinsi NTB 

Dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Strategis 1 (SS-1) 

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu Meningkatnya 

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Efisien, 

Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan, Satuan Kerja Perumahan dan 

Kawasan Permukiman Provinsi NTB melaksanakan Program Perumahan 

dan Kawasan Permukiman yang dijabarkan ke dalam dua sasaran program, 

beserta kegiatan dan indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK) sebagai 

berikut. 

Tabel II.2 Sasaran Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Satker PKP NTB 

SASARAN 
PROGRAM 

KEGIATAN 
SASARAN 
KEGIATAN 

INDIKATOR KINERJA 
SASARAN KEGIATAN 

Sasaran Program 1 

(SP-1): 

Meningkatnya 

Hunian Layak 

 

- Kegiatan 1 : 
Penyelenggaraan 
Sistem dan Strategi 

Meningkatnya kinerja 
keterpaduan, 
kemitraan, 
pemrograman, 
penganggaran, 
pemantauan, dan 
evaluasi dalam 
pembangunan 

Tingkat kinerja 

keterpaduan dan 

pengendalian program, 

yang mencerminkan 

efektivitas tata kelola dalam 
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SASARAN 
PROGRAM 

KEGIATAN 
SASARAN 
KEGIATAN 

INDIKATOR KINERJA 
SASARAN KEGIATAN 

perumahan di Satker 
PKP Provinsi NTB. 

mendukung penyediaan 

hunian layak. 

- Kegiatan 2 : 
Penyelenggaraan 
Penyiapan Lahan dan 
Prasarana, Sarana, 
dan Utilitas Umum 
(PSU). 
 

Meningkatnya akses 
penyiapan lahan, 
perizinan, dan 
penghunian 
perumahan di 
lingkungan Satuan 
Kerja Perumahan 
dan Kawasan 
Permukiman Provinsi 
NTB. 
 

persentase rumah yang 

mendapatkan 

pembangunan prasarana, 

sarana, dan utilitas umum, 

yang mencerminkan 

dukungan satker dalam 

menciptakan lingkungan 

perumahan yang layak dan 

siap huni. 

- Kegiatan 3 : 
Penyediaan Rumah 
Layak Huni. 

Meningkatnya 
ketersediaan rumah 
layak huni. 

- persentase peningkatan 

ketersediaan rumah 

layak huni melalui 

peningkatan kualitas. 

- persentase peningkatan 

ketersediaan rumah 

layak huni melalui 

Pembangunan baru. 

Ini menunjukkan kontribusi 

satker dalam mendorong 

perbaikan kondisi rumah 

agar memenuhi standar 

kelayakan huni. 

Sasaran Program 2 

(SP-2) : 

Meningkatnya 

Penanganan 

Permukiman 

Kumuh 

 

Penanganan Permukiman 
Kumuh kegiatan 
Penanganan Permukiman 
Kumuh 

Meningkatnya luasan 
permukiman kumuh 
yang ditangani 
secara terpadu. 

Persentase luas 

permukiman kumuh yang 

ditangani secara terpadu, 

sebagai indikator 

keberhasilan integrasi 

penanganan lingkungan, 

prasarana dasar, dan 

kualitas hunian di kawasan 

kumuh. 
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Gambar II.1 Kerangka Kinerja Program PKP Satker NTB Tahun 2025 – 2029 

 

b) Sasaran Program Dukungan Manajemen Satker PKP Provinsi NTB 

Dalam rangka mendukung pencapaian Tujuan 2, yaitu Peningkatan kualitas 

tata kelola dan pengawasan intern Kementerian Perumahan dan Kawasan 

Permukiman, Satuan Kerja berperan dalam penguatan fungsi manajerial, 

administratif, dan pengendalian internal guna mendukung efektivitas 

penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian PKP. Tujuan tersebut 

diturunkan ke dalam Sasaran Strategis 2 (SS-2), yaitu Meningkatnya Kualitas 

Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian PKP. Sasaran strategis ini 

menekankan pentingnya sistem tata kelola yang baik, akuntabel, serta 

pengawasan intern yang efektif sebagai fondasi penyelenggaraan program dan 

kegiatan perumahan dan kawasan permukiman. 
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Tabel II.3 Sasaran Program Dukungan Manajemen Satker PKP NTB 

SASARAN 
PROGRAM 

KEGIATAN SASARAN 
KEGIATAN 

INDIKATOR KINERJA 
SASARAN KEGIATAN 

Sasaran Program: 

Meningkatnya 

Kualitas Dukungan 

Manajemen Satuan 

Kerja PKP NTB. 

Dukungan Manajemen 
Penyelenggaraan Satuan 
Kerja PKP NTB. 

Meningkatnya 
layanan dukungan 
manajemen Satuan 
Kerja PKP NTB. 

Tingkat layanan 

dukungan manajemen 

Satuan Kerja PKP NTB, 

yang menggambarkan 

kualitas dan efektivitas 

layanan manajerial dalam 

mendukung pelaksanaan 

tugas dan fungsi satuan 

kerja secara optimal. 

 
Gambar II.2 Kerangka Kinerja Program Dukman Satker NTB Tahun 2025 – 2029 
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5. Arah Kebijakan dan Strategi 

 
Gambar II.3 Arah Kebijakan Kementerian PKP Berdasarakan Renstra 

Arah kebijakan dan strategi unit organisasi dirumuskan dengan fokus penguatan 

yang perlu dilakukan oleh setiap unit untuk mendukung pencapaian tujuan 

Kementerian. Penjabaran ini menekankan arah kebijakan prioritas dan strategi 

untuk pendekatannya dalam rangka penguatan kinerja yang memastikan tata 

kelola serta pelayanan publik berjalan lebih efektif, adaptif, dan selaras dengan 

agenda pembangunan nasional. 

1) Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman 

a) Meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau 

melalui penyediaan serta peningkatan kualitas perumahan, dilakukan 

dengan menerapkan strategi: 

1) Percepatan pembangunan baru rumah susun, rumah khusus, dan 

rumah swadaya; 

2) Percepatan peningkatan kualitas rumah swadaya dan penyediaan 

sanitasi; 

3) Fasilitasi penyediaan lahan untuk perumahan yang aman dan 

terjangkau; dan 

4) Penyediaan PSU pada hunian tapak dan vertikal. 

b) Mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui implementasi skema 

penyediaan perumahan yang inovatif, dilakukan dengan menerapkan 

strategi: 

1) Dukungan optimalisasi pemanfaatan skema pembiayaan alternatif 

seperti kredit mikro perumahan dan skema lainnya; 
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2) Pengembangan klinik perumahan untuk mendukung peningkatan 

kapasitas stakeholder perumahan dan masyarakat; dan 

3) Dukungan pengembangan perumahan melalui pendekatan hunian 

berimbang. 

c) Meningkatkan kualitas permukiman secara terpadu, dilakukan dengan 

menerapkan strategi pendampingan dan penguatan Pemerintah Daerah 

dalam menyusun kelengkapan instrumen perencanaan penyelenggaraan 

kawasan permukiman terpadu serta penataan kawasan kumuh melalui 

pembangunan infrastruktur kawasan permukiman, yang meliputi rumah, 

jalan, drainase, air minum, sanitasi, persampahan, dan proteksi kebakaran. 

d) Menguatkan ekosistem perumahan dan kawasan permukiman dalam 

mendukung hunian layak, dilakukan dengan menerapkan strategi: 

1) Penyusunan dan harmonisasi regulasi bidang perumahan dan 

kawasan permukiman; 

2) Peningkatan kolaborasi antarpemangku kepentingan dan penguatan 

kelembagaan dalam penyelenggaraan perumahan; 

3) Peningkatan pendataan dan monitoring evaluasi bidang perumahan 

dan kawasan permukiman; 

4) Memberikan pembinaan kepada pelaku usaha perumahan dan 

fasilitasi perlindungan konsumen perumahan; 

5) Pembinaan teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman 

kepada pemangku kepentingan; dan 

6) Pemanfaatan inovasi teknologi konstruksi dan material untuk 

mendukung percepatan penyediaan perumahan bagi MBR. 

2) Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan 

a) Mempercepat penyediaan rumah layak huni di wilayah perdesaan, dengan 

strategi: 

1) Percepatan pembangunan rumah baru di wilayah perdesaan; 

2) Perluasan cakupan peningkatan kualitas rumah di wilayah perdesaan; 

3) Penyediaan PSU perumahan di wilayah perdesaan; 

4) Pengembangan model perumahan perdesaan yang terintegrasi 

dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan 



 LAPORAN AKHIR KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2025 
 

27 
 

   SATKER PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

5) Fasilitasi penyediaan lahan untuk perumahan yang layak dan 

terjangkau tanpa mengurangi lahan produktif di wilayah perdesaan 

atau menimbulkan konflik agraria. 

b) Mendorong penyediaan rumah layak melalui skema pembiayaan perumahan 

inovatif, dengan strategi: 

1) Pengembangan kerja sama dengan lembaga keuangan mikro di 

wilayah perdesaan; 

2) Pengembangan skema tabungan berencana; 

3) Pengembangan bantuan tunai/in-kind yang terintegrasi dengan 

program pembangunan desa; 

4) Pengembangan skema kredit renovasi rumah (KRR) dan Kredit 

bangun rumah (KBR); 

5) Pengembangan kerja sama dengan koperasi sebagai wadah untuk 

masyarakat perdesaan dalam mengakses pembiayaan perumahan; 

dan 

6) Peningkatan subsidi pembiayaan perumahan melalui KPR FLPP, 

SSB, dan SBUM untuk MBR di wilayah perdesaan. 

c) Menyediakan sistem regulasi, pemanfaatan teknologi serta mengembangkan 

pola koordinasi, dengan strategi: 

1) Penyusunan dan harmonisasi regulasi bidang perumahan dan 

kawasan permukiman perdesaan serta perumusan kebijakan dan 

strategi jangka panjang perumahan di wilayah perdesaan; 

2) Penyusunan NSPK di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan, 

penyiapan penghunian perumahan perdesaan; 

3) Penyusunan NSPK di bidang penyusunan skema pembiayaan 

perumahan perdesaan; 

4) Penyusunan NSPK di bidang pembangunan dan peningkatan kualitas 

perumahan perdesaan; 

5) Penyusunan panduan pembinaan teknis dan supervise 

penyelenggaraan perumahan perdesaan; 

6) Penyusunan panduan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan 

perumahan perdesaan;  

7) Pengembangan diversifikasi model perumahan perdesaan yang 

sesuai dengan konteks lokal. 



 LAPORAN AKHIR KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2025 
 

28 
 

   SATKER PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

d) Meningkatkan kolaborasi antarpemangku dalam rangka mengembangkan 

perumahan dan kawasan permukiman di wilayah perdesaan, dengan 

strategi: 

1) Peningkatan kolaborasi pemerintah pusat melalui 

kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha dan 

masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya dalam 

penyelenggaraan perumahan perdesaan; 

2) Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam 

penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman perdesaan di 

bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan, penyiapan penghunian 

dan penyusunan skema pembiayaan, Pembangunan dan peningkatan 

kualitas perumahan perdesaan; 

3)  Pelaksanaan harmonisasi perencanaan kawasan perdesaan antara 

pemerintah pusat dan daerah; 

4) Pelaksanaan koordinasi antarpemangku kepentingan terkait 

penyelenggaraan perumahan perdesaan; dan 

5) Penguatan kelembagaan. 

3) Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan 

1. Mempercepat penyediaan rumah layak huni di wilayah perkotaan, dengan 

strategi: 

1)  Percepatan pembangunan rumah baru di wilayah perkotaan; 

2) Perluasan cakupan peningkatan kualitas rumah di wilayah perkotaan; 

3) Penyediaan PSU perumahan di wilayah perkotaan; dan 

4) Pengembangan model perumahan perkotaan yang terintegrasi 

dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum. 

2. Optimalisasi pemanfaatan lahan milik negara/daerah/BUMN serta 

mendorong pengembangan perumahan vertikal, dengan strategi mendorong 

intensifikasi pemanfaatan lahan melalui skema KPBU dan pendekatan 

kawasan terpadu, seperti kawasan campuran dan kawasan TOD. 

3. Mendorong pembangunan perumahan terintegrasi dengan Kawasan 

strategis dan transportasi publik (TOD), dengan strategi mengembangkan 

kawasan perumahan berbasis transit (TOD) dan kawasan perkotaan baru. 
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4. Meningkatkan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam rangka 

mengembangkan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah 

perkotaan, dengan strategi: 

1) Peningkatan kolaborasi pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha 

dan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya dalam 

penyelenggaraan perumahan perkotaan; 

2) Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam 

penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman perkotaan di 

bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan, penyiapan penghunian 

dan penyusunan skema pembiayaan, pembangunan dan peningkatan 

kualitas perumahan perkotaan; 

3) Pelaksanaan harmonisasi perencanaan kawasan perkotaan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 

4) Pelaksanaan koordinasi antarpemangku kepentingan terkait 

penyelenggaraan perumahan perkotaan; dan 

5) Penguatan kelembagaan. 

e) Penguatan perencanaan, koordinasi, dan integrasi program antara 

pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, dengan strategi 

pengembangan sistem informasi perumahan terintegrasi dan penyelarasan 

program perumahan antarlevel pemerintahan. 

f) Pengembangan skema pembiayaan perumahan berbasis kebutuhan MBR, 

dengan strategi inovasi pembiayaan mikro perumahan, kredit konstruksi 

swadaya, dan kolaborasi dengan lembaga keuangan nonbank. 

g) Penerapan teknologi konstruksi murah dan cepat serta penguatan sistem 

informasi perumahan dan permukiman berbasis digital, dengan strategi 

penggunaan teknologi rancang bangun rumah terkini, digitalisasi sistem 

monitoring, dan pemutakhiran basis data rumah. 

h) Percepatan penghunian, dengan strategi revitalisasi rusun, pelatihan 

pengelolaan rusun oleh penghuni, serta integrasi rusun dengan fasilitas 

sosial dan ekonomi. 
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4) Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal 

Sekretariat Jenderal berperan sentral dalam mendukung keberhasilan program 

dan kebijakan Kementerian melalui penguatan kelembagaan, pengelolaan 

sumber daya, dan tata kelola internal. Arah kebijakan ke depan difokuskan pada: 

1. Penguatan Perencanaan dan Penganggaran, melalui strategi: 

1) Penyusunan kebutuhan anggaran tahunan yang lebih rinci, berbasis 

data, dan mempertimbangkan pelaksanaan anggaran sebelumnya;  

2) Integrasi antara perencanaan dan penganggaran serta peningkatan 

kualitas pemantauan dan evaluasi kegiatan. 

2. Transformasi Digital dan Tata Kelola, melalui strategi: 

1) Transformasi digital dalam layanan administrasi, kepegawaian, 

pelayanan publik, pengelolaan data dan informasi, serta sistem 

pengadaan barang dan jasa; dan 

2) Penyederhanaan proses birokrasi dan peningkatan efisiensi melalui 

sistem informasi terintegrasi. 

3. Penguatan Sumber Daya Manusia, melalui strategi: 

1) Pemetaan dan pemenuhan kebutuhan SDM berbasis analisis beban 

kerja (ABK) dan kompetensi; 

2) Pengembangan manajemen talenta ASN melalui pelatihan, promosi 

berbasis merit, pemetaan karier, serta pembentukan balai 

kompetensi; dan 

3) Peningkatan kapasitas SDM di seluruh bidang fungsional, termasuk 

keuangan, pengadaan, hukum, komunikasi, dan data. 

4. Penguatan Sistem Informasi dan Data, melalui strategi: 

1) Pengembangan sistem informasi sektoral terintegrasi berbasis satu 

data Indonesia; dan 

2) Optimalisasi pemanfaatan data sebagai dasar kebijakan, 

perencanaan, dan evaluasi program secara berbasis bukti (evidence-

based policy). 

5. Peningkatan Layanan Dukungan Manajemen, melalui strategi: 

1) Perbaikan kualitas layanan tata usaha pimpinan, pengelolaan 

kearsipan, protokoler, serta penyediaan sarana dan prasarana kantor; 

dan 
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2) Penguatan layanan keamanan, ketertiban, dan kehumasan secara 

profesional dan responsif. 

6. Percepatan Regulasi dan Advokasi Hukum, melalui strategi: 

1) Peningkatan kualitas pembentukan produk hukum, pembinaan SDM 

hukum, dan advokasi hukum yang responsif dan solutif; dan 

2) Digitalisasi dan penguatan jaringan dokumentasi dan informasi hukum 

(JDIH) 

7. Modernisasi dan Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan BMN, melalui 

strategi: 

1) Pembinaan dan pendampingan intensif terhadap pengelolaan 

keuangan dan BMN; dan 

2) Peningkatan akuntabilitas, pengamanan, dan optimalisasi 

pemanfaatan aset negara. 

8. Penguatan Sistem dan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa, melalui 

strategi: 

1) Penguatan kelembagaan UKPBJ dan SDM pengadaan; dan 

2) Integrasi perencanaan pengadaan dengan penganggaran serta 

pemanfaatan sistem e Procurement untuk efisiensi dan transparansi. 

9. Penguatan Komunikasi Publik dan Pelayanan Publik, melalui strategi: 

1) Penyusunan NSPK komunikasi publik, penguatan pelayanan berbasis 

teknologi dan informasi, dan pengelolaan media digital secara 

terintegrasi; dan 

2) Kolaborasi lintas kementerian/lembaga dan media untuk memperluas 

jangkauan informasi dan mitigasi disinformasi. 

10. Kolaborasi dan Pendanaan Alternatif, melalui strategi:  

1) Peningkatan sinergi dengan mitra dan pemangku kepentingan 

termasuk CSR dan sumber pendanaan Non-APBN; dan 

2) Perencanaan dan pengelolaan dana pinjaman serta program 

pembiayaan seperti KUR secara terarah dan akuntabel. 

 

5) Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan 

Pengendalian Risiko 

a) Menjamin penanganan dan pengawasan atas pelaksanaan bantuan 

perumahan bagi MBR serta menjamin ketepatan sasaran penerima manfaat, 
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dengan strategi penguatan tata kelola dan regulasi atas pelaksanaan 

bantuan pembangunan maupun peningkatan kualitas rumah baik dalam 

bentuk intervensi langsung maupun dalam bentuk subsidi serta menjamin 

ketepatan sasaran penerima manfaat bantuan perumahan melalui 

pemanfaatan data yang terintegrasi secara nasional. 

b) Peningkatan kualitas tata kelola hunian publik dan hunian privat vertikal 

melalui penyusunan NSPK yang digunakan untuk mengelola dan mengawasi 

penyediaan serta pengelolaan perumahan publik, dengan strategi penguatan 

tata kelola yang berorientasi pada ketersediaan hunian yang terjangkau, 

layak huni, dan berkelanjutan bagi masyarakat, dengan penekanan pada 

transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. 

c) Mendorong diversifikasi sumber pembiayaan perumahan, mengembangkan 

dan memperluas skema pembiayaan diluar FLPP, meningkatkan akurasi 

ketepatan sasaran melalui integrasi data nasional, dan penguatan regulasi 

dan tata kelola pembiayaan perumahan, dengan strategi sebagai berikut : 

1)  Diversifikasi pendanaan melalui implementasi skema Tapera sebagai 

tambahan pembiayaan, penggunaan skema pinjaman/hibah 

multilateral, dan program perumahan hijau dan terjangkau di Indonesia 

(Indonesia Green Affordable Housing Program atau IGAHP); 

2) Melakukan koordinasi secara intensi dengan Bank Indonesia dan 

pemangku kepentingan lain; 

3) Optimalisasi pemanfaatan DTSEN dan sistem antrean perumahan; 

4) Regulasi dan tata kelola penyusunan petunjuk teknis, peraturan 

menteri, dan keputusan menteri untuk mendukung efektivitas 

kebijakan. 

d) Penguatan regulasi mekanisme kemitraan dalam penyelenggaraan 

perumahan dan kawasan permukiman, dengan strategi penyusunan Surat 

Edaran Menteri tentang Mekanisme Kemitraan Penyelenggaraan 

Perumahan dan Kawasan Permukiman. 

e) Meningkatkan kemitraan dengan pemangku kepentingan lain dengan 

penguatan regulasi mekanisme kemitraan dalam penyelenggaraan 

perumahan dan kawasan permukiman, dengan strategi memperluas 

kemitraan dengan pemangku kepentingan lain dan pengaturan mekanisme 

kemitraan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. 
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f) Menciptakan sektor perumahan yang inklusif dan berkelanjutan diperlukan 

penguatan terhadap seluruh ekosistem perumahan serta perbaikan tata 

kelolanya, dengan strategi sebagai berikut: 

1) Governance, penyusunan NSPK dan bimbingan teknis tata Kelola dan 

pengendalian risiko; 

2) Risk, penguatan SPIP dan e-Manajemen Risiko; 

3) Compliance, pencanangan dan pembangunan zona integritas, sistem 

informasi pemantauan TKPR (e-Pantau), sistem manajemen anti 

penyuapan (SMAP), dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; 

4) Financing, kerjasama investasi asing, antrean perumahan, FLPP, 

IGAHP, skema jaminan penyerapan (off-take guarantee); dan 

5) Pembangunan baru atau renovasi melalui CSR dan penyiapan lahan. 

6) Arah Kebijakan dan Strategi Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat  

Arah kebijakan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi 

Nusa Tenggara Barat difokuskan pada pelaksanaan kebijakan nasional bidang 

perumahan dan kawasan permukiman secara efektif, terintegrasi, dan 

berkelanjutan di tingkat daerah. Kebijakan ini diarahkan untuk mempercepat 

penyediaan hunian layak, peningkatan kualitas permukiman, serta penguatan 

tata kelola penyelenggaraan perumahan dengan memperhatikan karakteristik 

wilayah dan kebutuhan masyarakat NTB. 

a) Percepatan Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Hunian Layak bagi 

MBR 

Arah kebijakan ini difokuskan pada peningkatan akses MBR terhadap hunian 

layak melalui: 

1) Program Rumah Swadaya (BSPS) untuk peningkatan kualitas RTLH; 

2) Pembangunan Rumah Khusus bagi kelompok prioritas; 

3) Pembangunan Rumah Susun sebagai solusi hunian vertikal di kawasan 

perkotaan. 

Strategi pelaksanaan meliputi penetapan lokasi berbasis data, 

pendampingan teknis, pengawasan mutu konstruksi, serta koordinasi 

dengan pemerintah kabupaten/kota dalam penyediaan lahan dan 

penetapan penerima manfaat. 
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b) Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Secara Terpadu 

Kebijakan ini diarahkan pada perbaikan kualitas lingkungan permukiman 

melalui: 

1) Penanganan Permukiman Kumuh secara terpadu; 

2) Penyediaan dan peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 

(PSU) perumahan. 

Pelaksanaan dilakukan berdasarkan perencanaan terpadu bersama 

pemerintah kabupaten/kota. Selain itu dapat didukung melalui kolaborasi 

dengan dunia usaha melalui pemanfaatan dana CSR, khususnya untuk 

pembangunan fasilitas umum skala lingkungan, peningkatan kualitas 

infrastruktur dasar, atau dukungan sarana lingkungan permukiman. 

Pendekatan ini mendorong integrasi pendanaan APBN, APBD, dan 

partisipasi swasta dalam peningkatan kualitas kawasan. 

c) Penguatan Dukungan Akses Lahan, Legalitas, dan Penghunian 

Perumahan 

Arah kebijakan ini mendukung kelancaran pembangunan dan pemanfaatan 

hasil kegiatan fisik melalui: 

1) Koordinasi kesiapan lahan untuk Rumah Khusus dan Rumah Susun; 

2) Sinkronisasi perizinan dengan pemerintah daerah; 

3) Percepatan penghunian rumah susun dan rumah khusus agar optimal 

dan tidak idle. 

Strategi ini memastikan hasil pembangunan fisik dapat dimanfaatkan secara 

maksimal dan berkelanjutan. 

d) Penguatan Koordinasi, Kolaborasi, dan Kemitraan Pembangunan 

Perumahan 

Seluruh kegiatan fisik satker dilaksanakan melalui sinergi antara 

pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, perangkat daerah teknis, 

serta masyarakat. Dalam konteks ini, Satker berperan sebagai fasilitator 

koordinasi untuk mengintegrasikan program APBN dengan dukungan APBD 

serta potensi pendanaan alternatif, termasuk CSR dari dunia usaha. 

Kolaborasi ini diarahkan untuk memperluas cakupan penanganan 

perumahan dan kawasan permukiman, khususnya pada lokasi prioritas yang 

membutuhkan dukungan tambahan di luar kapasitas anggaran pemerintah. 
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e) Penguatan Tata Kelola, Pengendalian Risiko, dan Akuntabilitas 

Pelaksanaan Kegiatan 

Seluruh kegiatan fisik, meliputi PSU, Rumah Swadaya, Rumah Khusus, 

Rumah Susun, dan Penanganan Permukiman Kumuh dilaksanakan dengan 

prinsip transparansi, akuntabilitas, ketepatan sasaran, serta pengawasan 

mutu teknis. Penguatan tata kelola dilakukan melalui monitoring dan evaluasi 

berkala, pelaporan capaian output kegiatan, serta pengendalian risiko 

administratif dan teknis guna memastikan efektivitas dan keberlanjutan 

program. 

 

6. Indikator Kinerja 

Indikator kinerja yang digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan Satker PKP 

Provinsi NTB dalam mencapai sasaran kinerja melalui strategi yang telah 

ditetapkan sebelumnya meliputi berbagai ukuran kuantitatif dan kualitatif yang 

merefleksikan hasil langsung (output) maupun dampak (outcome) dari 

pelaksanaan program. Indikator-indikator ini tidak hanya berfungsi sebagai alat 

ukur capaian teknis, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian dan monitoring 

kinerja untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan secara 

konsisten mendukung target prioritas Kementerian PKP, sasaran pembangunan 

RPJMN 2025–2029, serta kebutuhan perumahan di daerah. 

Indikator kinerja yang digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan Satker PKP 

Provinsi NTB dalam mencapai sasaran kinerja melalui strategi yang telah 

ditetapkan sebelumnya meliputi: 

1) Persentase peningkatan rumah layak huni melalui pembangunan baru; 

2) Persentase peningkatan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas; 

3) Persentase peningkatan rumah layak huni melalui pemberian bantuan 

prasarana, sarana, dan utilitas; 

4) Persentase peningkatan rumah layak huni melalui penyediaan unit hunian 

vertikal yang terpadu; 

5) Persentase peningkatan rumah layak huni melalui pemberian bantuan 

prasarana, sarana, dan utilitas hunian vertikal; 

6) Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu. 
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B. Perjanjian Kinerja dan Kronologi Perubahan Perjanjian Kinerja 

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen resmi yang memuat pernyataan 

komitmen antara pemberi amanah dan penerima amanah dalam kerangka Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini menjadi bentuk 

kesepakatan kinerja antara pimpinan entitas akuntabilitas kinerja dengan pimpinan 

unit kerja di bawahnya, disusun berdasarkan tugas, fungsi, kewenangan, dan sumber 

daya yang tersedia. Penyusunan Perjanjian Kinerja dilakukan dengan menetapkan 

indikator kinerja yang terukur dan target yang realistis, sehingga pelaksanaan 

kegiatan dapat dipantau, dievaluasi, dan dipertanggungjawabkan secara akuntabel. 

Secara substansial, Perjanjian Kinerja disusun untuk mewujudkan komitmen 

nyata antara pemberi dan penerima amanah dalam meningkatkan integritas, 

akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur. Selain itu, dokumen ini berfungsi 

sebagai tolak ukur yang menjadi dasar evaluasi kinerja, sekaligus menjadi acuan 

dalam menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan organisasi. Perjanjian 

Kinerja juga digunakan sebagai instrumen bagi pemberi amanah dalam melakukan 

pemantauan, evaluasi, dan supervisi atas capaian kinerja unit kerja, serta sebagai 

pedoman dalam penetapan sasaran kinerja pegawai agar selaras dengan sasaran 

organisasi. 

1. Perjanjian Kinerja Awal TA 2025 

Perjanjian Kinerja disusun pada awal tahun setelah diterbitkannya Daftar 

Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai dasar penetapan target kinerja yang 

sesuai dengan alokasi anggaran. Pada prinsipnya, Perjanjian Kinerja 

mencerminkan tekad dan tanggung jawab unit kerja untuk mencapai hasil yang 

jelas dan terukur dalam satu tahun anggaran dengan mempertimbangkan 

kemampuan dan sumber daya yang tersedia. Pada Tahun Anggaran 2025, 

penyusunan Perjanjian Kinerja Satker PKP NTB dilaksanakan pada bulan 

Agustus 2025, bersamaan dengan finalisasi perencanaan kinerja dan penetapan 

indikator serta target yang akan menjadi dasar pengukuran kinerja sepanjang 

tahun. 
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1) DIPA Sekretariat Jenderal 

 
 

 
Gambar II.4 Perjanjian Kinerja Awal Satker PKP NTB pada DIPA Sekretariat Jenderal Tahun 2025 

Pada PK Awal DIPA Sekretariat Jenderal, Satker PKP NTB memiliki target 1 

Layanan Dukungan Manajemen dengan anggaran sebesar Rp 344.639.000,00. 

Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal TA 2025 ini dibuat berdasarkan DIPA 

Nomor: 146.01.1.691405/2025 per tanggal 11 Juni 2025. 
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2) DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman 

 

 
Gambar II.5 Perjanjian Kinerja Awal Satker PKP NTB pada DIPA Ditjen Kawasan Permukiman TA 2025 
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Pada PK Awal DIPA Ditjen Kawasan Permukiman, Satker PKP NTB memiliki 

anggaran sebesar Rp44.509.128.000,00 dengan target: 

- Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, 

Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh sebanyak 1 Laporan; 

- Jumlah Rumah Swadaya yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan 

permukiman sebanyak 1.412 Unit; dan 

- Luas Kawasan Kumuh yang ditangani sebesar 18,23 Hektar. 

Perjanjian Kinerja Ditjen Kawasan Permukiman TA 2025 ini dibuat berdasarkan 

DIPA Nomor: 146.03.1.691459/2025 per tanggal 19 Agustus 2025. 

3) DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan 
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Gambar II.6 Perjanjian Kinerja Awal Satker PKP NTB pada DIPA Ditjen Perumahan Perdesaan TA 2025 

Pada PK Awal DIPA Ditjen Perumahan Perdesaan, Satker PKP NTB memiliki  

anggaran sebesar Rp83.331.000,00 dengan target 1 Laporan Pemantauan dan 

Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan. Perjanjian Kinerja Ditjen 

Perumahan Perdesaan TA 2025 ini dibuat berdasarkan DIPA Nomor: 

146.04.1.691513/2025 per tanggal 3 Juli 2025. Namun demikian, DIPA Ditjen 

Perumahan Perdesaan tidak dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan dan 

tidak ada target pembangunan fisik dikarenakan tidak adanya delineasi 

Perdesaan pada Provinsi NTB. 
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4) DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan 
 

 

 
 

Gambar II.7 Perjanjian Kinerja Awal Satker PKP NTB pada DIPA Ditjen Perumahan Perkotaan TA 2025 
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Pada PK Awal DIPA Ditjen Perumahan Perkotaan, Satker PKP NTB memiliki  

anggaran sebesar Rp6.724.755.000,00 dengan target: 

- 1 Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan 

Perkotaan; dan 

- Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perkotaan sebanyak 290 Unit. 

Perjanjian Kinerja Ditjen Perumahan Perkotaan TA 2025 ini dibuat berdasarkan 

DIPA Nomor: 146.05.1.691567/2025 per tanggal 25 Agustus 2025. 

2. Perjanjian Kinerja Akhir TA 2025 

Perjanjian Kinerja (PK) Awal disusun dan ditetapkan sebagai bentuk 

komitmen kinerja antara pimpinan dan unit kerja berdasarkan dokumen 

perencanaan yang berlaku. Namun demikian, dalam perjalanan tahun anggaran, 

terjadi beberapa dinamika yang mempengaruhi pelaksanaan kinerja, antara lain 

penyesuaian kebijakan nasional, perubahan prioritas program, hasil evaluasi 

internal, serta adanya penyesuaian alokasi anggaran melalui mekanisme revisi 

DIPA. Kondisi tersebut berdampak pada relevansi target dan indikator kinerja 

yang telah ditetapkan dalam PK Awal, sehingga diperlukan penyesuaian agar 

tetap selaras dengan arah kebijakan dan kapasitas pelaksanaan yang tersedia. 

Menindaklanjuti hal tersebut, dilakukan proses reviu dan evaluasi terhadap 

PK Awal dengan memperhatikan kesesuaian antara target kinerja, dukungan 

anggaran, serta capaian kinerja yang realistis dan terukur. Proses ini melibatkan 

koordinasi internal dan sinkronisasi dengan unit terkait guna memastikan bahwa 

perubahan yang dilakukan tetap menjaga prinsip akuntabilitas kinerja dan 

mendukung pencapaian tujuan organisasi secara optimal.  

Berikut PK Revisi Akhir yang memuat penyesuaian target kinerja, indikator 

kinerja, serta program dan kegiatan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi 

terhadap PK Awal, dengan memperhatikan perkembangan kebijakan, kondisi 

pelaksanaan, serta penyesuaian anggaran yang terjadi selama tahun berjalan. 
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1) DIPA Sekretariat Jenderal 

 

 
Gambar II.8 Perjanjian Kinerja Akhir Satker PKP NTB pada DIPA Sekretariat Jenderal Tahun 2025 
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Pada PK Akhir DIPA Sekretariat Jenderal, Satker PKP NTB memiliki target 1 

Layanan Dukungan Manajemen dengan anggaran sebesar Rp455.919.000,00. 

PK Akhir Sekretariat Jenderal TA 2025 ini dibuat berdasarkan DIPA Nomor: 

146.01.1.691405/2025 per tanggal 13 November 2025 (Revisi 04) dengan 

perubahan yang terletak pada Pagu DIPA (semula Rp344.639.000,00). 

2) DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman 
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Gambar II.9 Perjanjian Kinerja Akhir Satker PKP NTB pada DIPA Ditjen Kawasan Permukiman TA 2025 

Pada PK Akhir DIPA Ditjen Kawasan Permukiman, Satker PKP NTB memiliki  

anggaran sebesar Rp41.359.655.000,00 dengan target: 

- Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, 

Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh sebanyak 1 Laporan; 

- Jumlah Rumah Swadaya yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan 

permukiman sebanyak 1.345 Unit; dan 

- Luas Kawasan Kumuh yang ditangani sebesar 18,23 Hektar. 

PK Akhir Ditjen Kawasan Permukiman TA 2025 ini dibuat berdasarkan DIPA 

Nomor: 146.03.1.691459/2025 per tanggal 15 Oktober 2025 (Revisi 06). 

Perubahan pada PK Akhir dari PK sebelumnya terletak pada jumlah Pagu APBN 

(semula Rp44.509.128.000) dan jumlah unit rumah swadaya (semula 1.412 unit). 
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3) DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan 

 

 
Gambar II.10 Perjanjian Kinerja Akhir Satker PKP NTB pada DIPA Ditjen Perumahan Perdesaan TA 2025 
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Pada PK Akhir DIPA Ditjen Perumahan Perdesaan, Satker PKP NTB memiliki  

anggaran sebesar Rp42.310.000,00 dengan target 1 Laporan Pemantauan dan 

Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan. PK Akhir Ditjen Perumahan 

Perdesaan TA 2025 ini dibuat berdasarkan DIPA Nomor: 146.04.1.691513/2025 

per tanggal 24 Oktober 2025 (Revisi 02) dengan perubahan terletak pada jumlah 

Pagu (semula Rp83.331.000,00). Namun demikian, DIPA Ditjen Perumahan 

Perdesaan tidak dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan dan tidak ada 

target pembangunan fisik dikarenakan tidak adanya delineasi Perdesaan pada 

Provinsi NTB. 

4) DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan 
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Gambar II.11 Perjanjian Kinerja Akhir Satker PKP NTB pada DIPA Ditjen Perumahan Perkotaan TA 2025 

Pada PK Akhir DIPA Ditjen Perumahan Perkotaan, Satker PKP NTB memiliki  

anggaran sebesar Rp6.297.918.000,00 dengan target: 

- 1 Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan 

Perkotaan; dan 

- Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perkotaan sebanyak 265 Unit. 

PK Akhir Ditjen Perumahan Perkotaan TA 2025 ini dibuat berdasarkan DIPA 

Nomor: 146.05.1.691567/2025 per tanggal 17 Oktober 2025 (Revisi 07). 

Perubahan pada PK Akhir dari PK sebelumnya terletak pada jumlah Pagu APBN 

(semula Rp6.724.755.000,00) dan jumlah unit rumah swadaya (semula 290 unit). 

Untuk lebih ringkasnya, kronologi perubahan pada PK Awal dan PK Akhir 

secara target dan Pagu anggaran dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel II.4  Kronologi Perubahan PK Satker PKP NTB Tahun 2025 

SASARAN 
KEGIATAN 

INDIKATOR KINERJA 
PK AWAL PK AKHIR 

TARGET 
PAGU 

ANGGARAN 
TARGET 

PAGU 
ANGGARAN 

DIPA Sekretariat Jenderal  
Meningkatnya 
dukungan 
manajemen 
Sekretariat Jenderal 

Jumlah Layanan Perkantoran 

1 Layanan Rp344.639.000,00 1 Layanan Rp455.919.000,00 
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SASARAN 
KEGIATAN 

INDIKATOR KINERJA 
PK AWAL PK AKHIR 

TARGET 
PAGU 

ANGGARAN 
TARGET 

PAGU 
ANGGARAN 

DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman 

Meningkatnya 
ketersediaan rumah 
layak huni di 
kawasan 
permukiman 

Jumlah Laporan Pemantauan, 
Evaluasi dan Pelaporan 
Pembangunan Rusun, 
Peningkatan Kualitas dan 
Penanganan Kumuh 
Perumahan 

1 Laporan 

Rp44.509.128.000,0
0 

1 Laporan 

Rp41.359.655.000,00 
Jumlah Unit Rumah Swadaya 
di Kawasan Permukiman 

1.412 Unit 1.345 Unit 

Meningkatnya 
Penanganan 
Permukiman Kumuh 

Jumlah Luas Penanganan 
Permukiman Kumuh 

18,23 
Hektar 

18,23 
Hektar 

DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan 

Meningkatnya 
ketersediaan rumah 
layak huni di 
Perdesaan 

Jumlah Laporan Pemantauan 
dan Evaluasi Penyelenggaraan 
Perumahan Perdesaan 

1 Laporan Rp83.331.000,00 1 Laporan Rp42.310.000,00 

DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Perumahan Perkotaan 

Meningkatnya 
ketersediaan rumah 
layak huni di 
Perkotaan 

Jumlah Laporan Pemantauan 
dan Evaluasi Penyelenggaraan 
Perumahan Perkotaan 

1 Laporan 

Rp6.724.755.000,00 

1 Laporan 

Rp6.297.918.000,00 
Meningkatnya 
ketersediaan rumah 
layak huni di 
Perkotaan 

Jumlah Rumah Swadaya 
Perumahan Perkotaan 

290 Unit 265 Unit 

 

C. Metode Pengukuran Kinerja 

Metode pengukuran kinerja Satker Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Provinsi NTB disusun berdasarkan dokumen perencanaan strategis yang berlaku, 

meliputi Renstra Kementerian PKP 2025–2029, Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana 

Aksi tahunan. Pengukuran dilakukan untuk menilai ketercapaian target sasaran 

strategis dan efektivitas pelaksanaan program yang dilakukan melalui: 

1) Perbandingan antara capaian kinerja tahunan dengan target yang telah 

ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja; 

2) Analisis deviasi capaian untuk mengidentifikasi faktor penghambat dan 

pendukung; 

3) Evaluasi realisasi terhadap rencana keuangan dan fisik serta perubahan target 

jika terjadi perubahan kebijakan atau kondisi lapangan. 

Adapun rumus perhitungan sederhana yang digunakan dalam meengukur 

capaian kinerja adalah sebagai berikut: 

% Capaian Target =
Realisasi

Rencana
× 100% 
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D. DIPA 

Pada Tahun Anggaran 2025, Satker PKP NTB mengelola pagu anggaran yang 

bersumber dari 4 Unit Organisasi, yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal 

Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, serta Direktorat 

Jenderal Perumahan Perkotaan. Masing-masing DIPA mengalami beberapa kali 

revisi anggaran, baik berupa penambahan maupun pengurangan di sepanjang tahun 

berjalan, dengan rincian sebagai berikut: 

1) DIPA Sekretariat Jenderal (691405) mengalami 4 kali revisi, dengan pagu 

anggaran yang semula sebesar Rp344.639.000,00 meningkat menjadi 

Rp455.919.000,00. 

2) DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman (691459) mengalami 6 kali 

revisi, dengan pagu awal sebesar Rp44.509.128.000,00 dan pagu akhir 

mencapai Rp41.359.655.000,00. 

3) DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan (691513) mengalami 2 kali 

revisi, dari pagu awal Rp83.331.000,00 menjadi pagu akhir sebesar 

Rp42.310.000,00. 

4) DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan (691567) mengalami 7 kali 

revisi, dengan pagu awal sebesar Rp6.724.755.000,00 yang kemudian berubah 

menjadi Rp6.297.918.000,00. 

Untuk lebih jelasnya, rincian timeline DIPA dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel II.5 Rincian Perubahan DIPA Sekretariat Jenderal (691405) 2025 

NO DIPA PAGU ANGGARAN KETERANGAN 

1 DIPA Awal 

Tanggal 2 

Desember 2024 

Rp70.969.000,00 DIPA Awal 

 

List Rincian Output: 

1. 7665.EBA.994 Layanan Perkantoran: 

    1 Layanan, Rp70.969.000,00 

2 DIPA Revisi Ke 01 

Tanggal 11 Juni 

2025 

Rp344.639.000,00 Perihal Revisi:  

Penambahan Anggaran 

 

List Rincian Output: 

1. 7665.EBA.994 Layanan Perkantoran: 
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NO DIPA PAGU ANGGARAN KETERANGAN 

   1 Layanan, Rp344.639.000,00 (output 

tetap, pagu berubah)  

 

Keterangan: 

Bertambahnya pagu pada RO Layanan 

Perkantoran (semula Rp70.969.000,00 

menjadi Rp344.639.000,00) 

3 DIPA Revisi Ke 02 

Tanggal 11 Juli 

2025 

Rp344.639.000,00 Perihal Revisi: 

Pemutakhiran Halaman III 

DIPA 

 

List Rincian Output: 

1. 7665.EBA.994 Layanan Perkantoran: 

 1 Layanan, Rp344.639.000,00 (output 

tetap, pagu tetap) 

3 DIPA Revisi Ke 03 

Tanggal 14 

Oktober 2025 

Rp344.639.000,00 Perihal Revisi: 

Pemutakhiran Halaman III 

DIPA 

 

List Rincian Output: 

1. 7665.EBA.994 Layanan Perkantoran: 

   1 Layanan, Rp344.639.000,00 (output 

tetap, pagu tetap) 

3 DIPA Revisi Ke 04 

Tanggal 13 

November 2025 

Rp455.919.000,00 Perihal Revisi: 

Penambahan Anggaran 

 

List Rincian Output: 

1.  7665.EBA.994 Layanan Perkantoran: 

    1 Layanan, Rp455.919.000,00 (output 

tetap, pagu berubah) 

 

Keterangan: 

Bertambahnya pagu pada RO Layanan 

Perkantoran (semula Rp344.639.000,00; 

menjadi Rp455.919.000,00) 
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Tabel II.6 Rincian Perubahan DIPA Ditjen Kawasan Permukiman (691459) 2025 

NO DIPA PAGU ANGGARAN KETERANGAN 

1 DIPA Awal 

Tanggal 2 

Desember 2024 

Rp94.356.242.000,00 DIPA Awal 

 

List Rincian Output: 

1. 7659.RBB.001 Pembangunan PSU 

Perumahan dan Kawasan 

Permukiman: 245 unit, 

Rp2.357.500.000,00. 

2. 7659.RBB.002 Pembangunan Rumah 

Susun: 44 unit, Rp55.579.668.000,00. 

3. 7659.RBB.003 Rumah Swadaya di 

Kawasan Permukiman: 400 unit, 

Rp8.720.000.000,00 

4. 7659.RBB.005 Penanganan 

Permukiman Kumuh: 15.81 hektar, 

Rp 27.699.074.000,00 

2 DIPA Revisi Ke 01 

Tanggal 21 Mei 

2025 

Rp85.714.482.000,00 Perihal Revisi: 

Pengurangan Anggaran 

 

List Rincian Output: 

1. 7659.RBB.001 Pembangunan PSU 

Perumahan dan Kawasan 

Permukiman: 245 unit, 

Rp2.435.740.000,00.  

(output tetap, pagu berubah) 

2. 7659.RBB.002 Pembangunan Rumah 

Susun: 44 unit, Rp55.579.668.000,00. 

(output tetap, pagu tetap) 

3. 7659.RBB.005 Penanganan 

Permukiman Kumuh: 15.81 hektar, 

Rp27.699.074.000,00 

(output tetap, pagu tetap) 

 

Keterangan: 

1. Bertambahnya pagu pada RO 

Pembangunan PSU Perumahan dan 

Kawasan Permukiman (semula 
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NO DIPA PAGU ANGGARAN KETERANGAN 

Rp2.357.500.000,00 menjadi  

Rp2.435.740.000,00) 

2. Penghapusan RO 7659.RBB.003 

Rumah Swadaya di Kawasan 

Permukiman: 400 unit, 

Rp8.720.000.000,00 

3 DIPA Revisi Ke 02 

Tanggal 25 Juni 

2025 

Rp85.772.542.000,00 Perihal Revisi: 

Penambahan Anggaran 

 

List Rincian Output: 

1. 7659.FAE.003 Pemantauan, Evaluasi 

dan Pelaporan Pembangunan Rusun, 

Peningkatan Kualitas dan Penanganan 

Kumuh: 1 Laporan, Rp58.060.000,00. 

(RO baru) 

2. 7659.RBB.001 Pembangunan PSU 

Perumahan dan Kawasan 

Permukiman: 

245 unit, Rp2.435.740.000,00.  

(output tetap, pagu tetap) 

3. 7659.RBB.002 Pembangunan Rumah 

Susun : 44 unit, Rp55.579.668.000,00. 

(output tetap, pagu tetap) 

4. 7659.RBB.005 Penanganan 

Permukiman Kumuh : 15.81 hektar, 

Rp 27.699.074.000,00 

(output tetap, pagu tetap) 

 

Keterangan: 

1. Bertambahnya RO 7659.FAE.003 

Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan 

Pembangunan Rusun, Peningkatan 

Kualitas dan Penanganan Kumuh: 

1 Laporan, Rp58.060.000,00. 

4 DIPA Revisi Ke 03 

Tanggal 14 Juli 

2025 

Rp85.772.542.000,00 Perihal Revisi: 

Pemutakhiran Halaman III DIPA 

 

List Rincian Output: 
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NO DIPA PAGU ANGGARAN KETERANGAN 

1. 7659.FAE.003 Pemantauan, Evaluasi 

dan Pelaporan Pembangunan Rusun, 

Peningkatan Kualitas dan 

Penanganan Kumuh: 1 Laporan, 

Rp58.060.000,00. (output tetap, pagu 

tetap) 

2. 7659.RBB.001 Pembangunan PSU 

Perumahan dan Kawasan 

Permukiman: 245 unit, 

Rp2.435.740.000,00. (output tetap, 

pagu tetap) 

3. 7659.RBB.002 Pembangunan Rumah 

Susun: 44 unit, Rp55.579.668.000,00. 

(output tetap, pagu tetap) 

4. 7659.RBB.005 Penanganan 

Permukiman Kumuh: 15.81 hektar, 

Rp 27.699.074.000,00 (output tetap, 

pagu tetap) 

5 DIPA Revisi Ke 04 

Tanggal 15 

Agustus 2025 

Rp44.509.128.000,00 Perihal Revisi: 

Pengurangan Anggaran 

 

List Rincian Output: 

1. 7659.FAE.003 Pemantauan, Evaluasi 

dan Pelaporan Pembangunan Rusun, 

Peningkatan Kualitas dan 

Penanganan Kumuh: 1 Laporan, 

Rp114.431.000,00. (output tetap, 

pagu berubah) 

2. 7659.RBB.003 Rumah Swadaya di 

Kawasan Permukiman:1.412 unit, 

Rp30.995.296.000,00.  

(RO baru) 

3. 7659.RBB.005 Penanganan 

Permukiman Kumuh : 18.23 Ha, 

Rp13.399.401.000,00. 

(output berubah, pagu berubah) 

 

Keterangan: 
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NO DIPA PAGU ANGGARAN KETERANGAN 

1. Bertambahnya RO 7659.RBB.003 

Rumah Swadaya di Kawasan 

Permukiman:1.412 unit, 

Rp30.995.296.000,00. 

2. Bertambahnya Output 7659.RBB.005 

Penanganan Permukiman Kumuh 

dari: 15.81 Ha, menjadi 18.23 Ha, dan 

Pengurangan anggaran dari 

Rp27.699.074.000,00 menjadi 

Rp13.399.401.000,00. 

3. Penghapusan RO 7659.RBB.001 

Pembangunan PSU Perumahan dan 

Kawasan Permukiman: 245 unit, 

Rp2.435.740.000,00. 

4. Penghapusan RO 7659.RBB.002 

Pembangunan Rumah Susun: 44 unit, 

Rp55.579.668.000,00. 

6 DIPA Revisi Ke 05 

Tanggal 02 

Oktober 2025 

Rp41.359.655.000,00 Perihal Revisi: 

Pengurangan Anggaran 

 

List Rincian Output: 

1. 7659.FAE.003 Pemantauan, Evaluasi 

dan Pelaporan Pembangunan Rusun, 

Peningkatan Kualitas dan 

Penanganan Kumuh: 1 Laporan, 

Rp114.431.000,00. (output tetap, 

pagu tetap) 

2. 7659.RBB.003 Rumah Swadaya di 

Kawasan Permukiman:1.345 unit, 

Rp29.429.445.000,00. (output 

berubah, pagu berubah) 

3. 7659.RBB.005 Penanganan 

Permukiman Kumuh: 18.23 Ha, 

Rp11.815.779.000,00. (output tetap, 

pagu berubah) 

 

Keterangan : 

1. Berkurangannya Output 

7659.RBB.003 Rumah Swadaya di 
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NO DIPA PAGU ANGGARAN KETERANGAN 

Kawasan Permukiman dari 1.412 unit 

menjadi 1.345 unit dan pagu 

anggaran berkurang dari 

Rp30.995.296.000,00. menjadi 

Rp29.429.445.000,00. 

2. Berkurangnya pagu anggaran 

7659.RBB.005 Penanganan 

Permukiman Kumuh dari  

Rp13.399.401.000,00. menjadi 

Rp11.815.779.000,00. 

7 DIPA Revisi Ke 06 

Tanggal 15 

Oktober 2025 

Rp41.359.655.000,00 Perihal Revisi: 

Pemutakhiran Halaman III DIPA 

 

List Rincian Output : 

1. 7659.FAE.003 Pemantauan, Evaluasi 

dan Pelaporan Pembangunan Rusun, 

Peningkatan Kualitas dan 

Penanganan Kumuh: 1 Laporan, 

Rp114.431.000,00. (output tetap, 

pagu tetap) 

2. 7659.RBB.003 Rumah Swadaya di 

Kawasan Permukiman: 1.345 unit, 

Rp29.429.445.000,00.  

(output tetap, pagu tetap) 

3. 7659.RBB.005 Penanganan 

Permukiman Kumuh: 18.23 Ha, 

Rp11.815.779.000,00. 

(output tetap, pagu tetap) 

 

Tabel II.7 Rincian Perubahan DIPA Ditjen Perumahan Perdesaan (691513) 2025 

NO DIPA PAGU ANGGARAN KETERANGAN 

1 DIPA Awal 

Tanggal 2 

Desember 2024 

Rp22.409.000,00 DIPA Awal 

 

List Rincian Output: 

1. 7660.FAE.001 Pemantauan dan 

Evaluasi Penyelenggaraan 

Perumahan Perdesaan: 1 Laporan, 

Rp22.409.000,00 

2 DIPA Revisi Ke 01 Rp83.331.000,00 Perihal Revisi: 
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NO DIPA PAGU ANGGARAN KETERANGAN 

Tanggal 3 Juli 2025 Penambahan anggaran 

 

List Rincian Output : 

1. 7660.FAE.001 Pemantauan dan 

Evaluasi Penyelenggaraan 

Perumahan Perdesaan: 1 Laporan, 

Rp83.331.000,00 

(output tetap, pagu berubah) 

 

Keterangan : 

1. Penambahan Pagu anggaran pada 

RO  7660.FAE.001 Pemantauan dan 

Evaluasi Penyelenggaraan 

Perumahan Perdesaan dari 

Rp22.409.000,00 menjadi 

Rp83.331.000,00. 

3 DIPA Revisi Ke 02 

Tanggal 24 Oktober 

2025 

Rp42.310.000,00 Perihal Revisi: 

Pengurangan anggaran 

 

List Rincian Output: 

1. 7660.FAE.001 Pemantauan dan 

Evaluasi Penyelenggaraan 

Perumahan Perdesaan: 1 Laporan, 

Rp42.310.000,00 

(output tetap, pagu berubah) 

 

Keterangan : 

1. Pengurangan Pagu anggaran pada RO  

7660.FAE.001 Pemantauan dan 

Evaluasi Penyelenggaraan 

Perumahan Perdesaan dari 

Rp83.331.000,00. menjadi 

Rp42.310.000,00. 
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Tabel II.8 Rincian Perubahan DIPA Ditjen Perumahan Perkotaan (691567) 2025 

NO DIPA PAGU ANGGARAN KETERANGAN 

1 DIPA Awal 

Tanggal 2 

Desember 2024 

Rp6.389.476.000,00 DIPA Awal 

 

List Rincian Output: 

1. 7661.RBB.008 Rumah swadaya 

perkotaan: 305 unit, 

Rp6.389.476.000,00 

2 DIPA Revisi Ke 01 

Tanggal 21 Mei 

2025 

Rp20.000.000,00 Perihal Revisi: 

Pengurangan anggaran 

 

List Rincian Output: 

1. 7661.RBB.008 Rumah swadaya 

perkotaan : 1 unit, Rp20.000.000,00 

(output berubah, pagu berubah) 

 

Keterangan: 

1. Pengurangan Pagu anggaran pada 

RO  7661.RBB.008 Rumah swadaya 

perkotaan dari Rp6.389.476.000,00 

menjadi Rp20.000.000,00. Dan 

perubahan output dari 305 unit 

menjadi 1 unit. 

3 DIPA Revisi Ke 02 

Tanggal 3 Juli 

2025 

Rp102.206.000,00 Perihal Revisi: 

Penambahan anggaran 

 

List Rincian Output: 

1. 7661.FAE.001 Pemantauan dan 

Evaluasi Penyelenggaraan 

Perumahan Perkotaan: 1 

Laporan,Rp82.206.000,00 (RO baru) 

2. 7661.RBB.008 Rumah swadaya 

perkotaan: 1 unit, Rp20.000.000,00 

(output tetap, pagu tetap) 

 

Keterangan : 

1.  Penambahan RO  7661.FAE.001 

Pemantauan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Perumahan 

Perkotaan. 
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NO DIPA PAGU ANGGARAN KETERANGAN 

4 DIPA Revisi Ke 03 

Tanggal 14 Juli 

2025 

Rp102.206.000,00 Perihal Revisi: 

Pemutakhiran Halaman III DIPA 

 

List Rincian Output: 

1. 7661.FAE.001 Pemantauan dan 

Evaluasi Penyelenggaraan 

Perumahan Perkotaan: 1 Laporan, 

Rp82.206.000,00 (output tetap, pagu 

tetap) 

2. 7661.RBB.008 Rumah swadaya 

perkotaan: 1 unit, Rp20.000.000,00 

(output tetap, pagu tetap) 

5 DIPA Revisi Ke 04 

Tanggal 9 Agustus 

2025 

Rp524.185.000,00 Perihal Revisi : 

Penambahan anggaran 

 

List Rincian Output: 

1. 7661.FAE.001 Pemantauan dan 

Evaluasi Penyelenggaraan 

Perumahan Perkotaan: 1 Laporan 

Rp504.185.000,00 (output tetap, 

pagu bertambah) 

2. 7661.RBB.008 Rumah swadaya 

perkotaan: 1 unit, Rp20.000.000,00 

(output tetap, pagu tetap) 

 

Keterangan: 

1. Penambahan anggaran pada RO 

7661.FAE.001 Pemantauan dan 

Evaluasi Penyelenggaraan 

Perumahan Perkotaan  dari 

Rp82.206.000,00 menjadi 

Rp504.185.000,00. 

6 DIPA Revisi Ke 05 

Tanggal 25 

Agustus 2025 

Rp6.724.755.000,00 Perihal Revisi : 

Penambahan anggaran 

 

List Rincian Output : 

1.7661.FAE.001 Pemantauan dan 

Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan 

Perkotaan : 1 Laporan, 
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NO DIPA PAGU ANGGARAN KETERANGAN 

Rp504.185.000,00 (output tetap, pagu 

tetap) 

 

2.7661.RBB.008 Rumah swadaya 

perkotaan : 290 unit, Rp6.220.570.000,00 

(output berubah, pagu berubah) 

 

Keterangan: 

1. Penambahan anggaran pada RO 

7661.RBB.008 Rumah swadaya 

perkotaan dari Rp20.000.000,00 

menjadi Rp6.220.570.000,00 dan 

perubahan output dari 1 unit menjadi 

290 unit. 

7 DIPA Revisi Ke 06 

Tanggal 10 

Oktober 2025 

Rp6.724.755.000,00 Perihal Revisi: 

Pemutakhiran Halaman III DIPA 

 

List Rincian Output: 

1. 7661.FAE.001 Pemantauan dan 

Evaluasi Penyelenggaraan 

Perumahan Perkotaan: 1 Laporan, 

Rp504.185.000,00 (output tetap, 

pagu tetap) 

2. 7661.RBB.008 Rumah swadaya 

perkotaan: 290 unit, 

Rp6.220.570.000,00 (output tetap, 

pagu tetap) 

8 DIPA Revisi Ke 07 

Tanggal 17 

Oktober 2025 

Rp6.297.918.000,00 Perihal Revisi: 

Pengurangan anggaran 

 

List Rincian Output: 

1. 7661.FAE.001 Pemantauan dan 

Evaluasi Penyelenggaraan 

Perumahan Perkotaan: 1 Laporan, 

Rp504.185.000,00 (output tetap, 

pagu tetap) 

2. 7661.RBB.008 Rumah swadaya 

perkotaan: 265 unit, 
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NO DIPA PAGU ANGGARAN KETERANGAN 

Rp5.793.733.000,00 (output 

berubah, pagu berubah) 

 

Keterangan : 

1. Pengurangan anggaran RO 

7661.RBB.008 Rumah Swadaya 

Perumahan Perkotaan dari 

Rp6.220.570.000,00 menjadi 

Rp5.793.733.000,00 dan perubahan 

output dari 290 unit menjadi 265 unit. 
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BAB III 
AKUNTABILITAS KINERJA 

 

A. Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja 

Upaya peningkatan akuntabilitas kinerja Satker PKP NTB dilakukan secara 

berkelanjutan melalui implementasi prinsip-prinsip SAKIP sebagaimana diatur dalam 

PermenPAN RB Nomor 88 Tahun 2021. Pelaksanaan peningkatan akuntabilitas ini 

diarahkan untuk memastikan bahwa setiap program, kegiatan, dan anggaran yang 

dikelola memberikan hasil yang terukur, efektif, transparan, dan berorientasi pada 

peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang perumahan dan kawasan 

permukiman. Secara umum, peningkatan akuntabilitas kinerja dilakukan melalui 

empat komponen utama sebagai berikut: 

1. Perencanaan Kinerja 

Upaya peningkatan perencanaan kinerja dilakukan dengan menyusun 

dokumen perencanaan yang tepat sasaran dan terukur dengan mengacu pada 

arah kebijakan nasional dan kementerian, antara lain RPJMN 2025–2029, 

Rencana Strategis Kementerian PKP 2025–2029, Rencana Strategis Balai P3KP 

NT I 2025–2029, sasaran prioritas nasional bidang perumahan dan kawasan 

permukiman, serta target kinerja tahunan dalam Perjanjian Kinerja. Perencanaan 

kinerja disusun berdasarkan indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat 

dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu pencapaian serta diperkuat melalui 

konsolidasi data kebutuhan lapangan, penetapan lokasi prioritas dan sinkronisasi 

perencanaan lintas DIPA agar pelaksanaan kegiatan berjalan lebih terarah dan 

sesuai mandat program. 

2. Pengukuran Kinerja 

Pengukuran kinerja dilakukan untuk memastikan bahwa target dan indikator 

kinerja dicapai secara objektif dan dapat diverifikasi. Pengukuran kinerja 

dilaksanakan secara mingguan dan triwulanan melalui pemantauan realisasi fisik 

dan keuangan, perbandingan antara target dan capaian indikator, serta 

identifikasi deviasi, hambatan, dan faktor pendukung pelaksanaan kegiatan. 

Pengukuran dilakukan berbasis data dengan memanfaatkan laporan berkala, 
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hasil monitoring lapangan, dokumentasi pendukung, serta data kinerja di tingkat 

satuan kerja. 

3. Pelaporan Kinerja 

Pelaporan kinerja disusun secara sistematis sebagai bentuk 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan. Pelaporan kinerja 

dilakukan melalui laporan kinerja triwulanan, laporan keuangan semesteran, 

laporan realisasi anggaran, laporan monitoring fisik kegiatan, serta Laporan 

Kinerja Tahunan (LAKIP). Seluruh laporan disusun sesuai format yang ditetapkan 

dan memuat analisis capaian indikator kinerja, penjelasan deviasi target, 

hambatan pelaksanaan, serta rekomendasi perbaikan yang akan ditindaklanjuti 

pada periode berikutnya. 

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 

Evaluasi Kinerja internal dilakukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan 

program, kesesuaian antara perencanaan dan realisasi, serta kualitas 

penyelenggaraan akuntabilitas kinerja. Evaluasi dilaksanakan melalui analisis 

capaian indikator kinerja, rapat evaluasi, pengawasan internal, serta pemetaan 

risiko pelaksanaan kegiatan. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar 

penyusunan rekomendasi teknis dan strategi perbaikan, termasuk penguatan 

koordinasi lintas bagian, penyesuaian data, serta konsistensi pelaporan kinerja. 

Namun demikian, pada tahun 2025 tidak dilaksanakan Evaluasi AKIP terhadap 

Laporan Kinerja Satuan Kerja Tahun 2024. Hal tersebut disebabkan adanya transisi 

kementerian pada awal tahun 2025, di mana sebelumnya Satker PKP NTB berada di 

bawah Kementerian PUPR kemudian beralih menjadi bagian dari Kementerian PKP. 

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, LAKIP Satker PKP NTB Tahun 2025 

disusun dengan mengacu pada sistematika pelaporan sebagaimana diatur dalam 

Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen Penyelenggaraan SAKIP di Kementerian 

PKP. Bahan evaluasi dokumen LAKIP tahun 2025 ini selanjutnya akan digunakan 

untuk perbaikan dan penyempurnaan pada penyusunan LAKIP tahun 2026. 

B. Capaian Kinerja 

Capaian kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi 

Nusa Tenggara Barat diukur dengan membandingkan realisasi pelaksanaan program 

dan kegiatan terhadap target kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis serta 



 LAPORAN AKHIR KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2025 
 

65 
 

   SATKER PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

Perjanjian Kinerja tahun berjalan. Pengukuran ini bertujuan untuk menilai efektivitas 

pelaksanaan kegiatan, ketercapaian sasaran, serta tingkat kontribusi program 

terhadap peningkatan akses hunian layak dan penataan kawasan permukiman di 

daerah. 

Secara umum, capaian kinerja menunjukkan tingkat ketercapaian pelaksanaan 

kegiatan yang dapat dilihat dari indikator fisik dan indikator kinerja keuangan, 

termasuk output program yang berhasil direalisasikan. Hasil capaian disajikan dalam 

bentuk perbandingan antara target dan realisasi, baik dari sisi kuantitas, kualitas, 

waktu, maupun efisiensi pelaksanaan anggaran. Analisis capaian dijabarkan sebagai 

berikut: 

1. Capaian Kinerja Berdasarkan Target pada Perjanjian Kinerja 

Berdasarkan target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 

2025,  realisasi dan persentase capaian kegiatan yang telah dicapai oleh Satker 

PKP NTB adalah sebagai berikut. 

Tabel III.1  Capaian Kinerja Tahun 2025 terhadap Target pada PK 

NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

DIPA Sekretariat Jenderal 

SK-1 Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Jenderal 
1. Jumlah Layanan Perkantoran 1 Layanan 1 Layanan 100% 

DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman 

SK-1 Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman 

1. 
Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan 
Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan 
Kumuh Perumahan 

1 Laporan 1 Laporan 100% 

2. Jumlah Unit Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman 1.345 Unit 1.345 Unit 100% 

SK-2 Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh 

1. Jumlah Luas Penanganan Permukiman Kumuh 18,23 Hektar 18,23 Hektar 100% 

DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan 

SK-1 Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di Perdesaan 

1. 
Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan 
Perumahan Perdesaan 

1 Laporan 1 Laporan 100% 

DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan 

SK-1 Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di Perkotaan 

1. 
Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan 
Perumahan Perkotaan 

1 Laporan 1 Laporan 100% 

SK-1 Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman 

1. Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perkotaan 265 Unit 265 Unit 100% 

 

Secara keseluruhan, realisasi kinerja Satker Penyediaan Perumahan 

Provinsi Nusa Tenggara Barat mencapai 100,00% yang artinya cukup berhasil 
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dalam melaksanakan kegiatan yang telah ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja di 

tahun 2025. 

2. Capaian Kinerja Berdasarkan Target pada Dokumen Renstra 

Berdasarkan target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Renstra BP3KP 

Nusa Tenggara I dan Dokumen Perencanaan Satker PKP NTB tahun 2025,  

realisasi dan persentase capaian kegiatan yang telah dicapai oleh Satker PKP 

NTB adalah sebagai berikut. 

Tabel III.2  Capaian Kinerja Tahun 2025 terhadap Target pada Renstra 

PROGRAM/ 
KEGIATAN 

SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ 
INDIKATOR 

2025 

TARGET REALISASI % CAPAIAN 

PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Hunian Layak 
KEGIATAN: Penyelenggaraan Sistem dan Strategi 
Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan 3 Laporan 3 Laporan 100% 
KEGIATAN: Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum 
Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, 
Utilitas Umum 

- 
  

KEGIATAN: Penyediaan Rumah Layak Huni 
 Jumlah unit rumah swadaya  1.610 Unit  1.610 Unit 100% 
Jumlah rumah khusus yang terbangun  -    
Jumlah rumah susun yang terbangun  -    
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh 
KEGIATAN: Penanganan Permukiman Kumuh 
Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu 15 Ha 18,23 Ha 121,53% 
PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN 
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Satuan Kerja Perumahan dan 
Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat 
KEGIATAN: Dukungan Manajemen Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa 
Tenggara Barat 
 Jumlah Layanan Perkantoran  1 Layanan - 0% 
 Jumlah Layanan Umum  1 Layanan 1 Layanan 100% 
 Jumlah Layanan Sarana Internal  1 Layanan - 0% 
 Jumlah Layanan Reformasi Kinerja  - - - 

Realisasi kinerja Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara 

Barat mencapai umumnya 100,00% yang artinya cukup berhasil dalam 

melaksanakan kegiatan yang telah ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja di tahun 

2025. Pada tahun 2025, rata-rata realisasi capaian kinerja Satker PKP NTB telah 

memenuhi target sebesar 100% dengan capaian kumuh sebesar 121,53%. 

Namun, pada target jumlah layanan perkantoran dan jumlah layanan sarana 

internal tidak dapat tercapai dikarenakan penyusunan Renstra baru dibuat di akhir 

tahun 2025 yakni setelah kegiatan TA 2025 telah selesai dilaksanakan. 

Adapun penjelasan terhadap capaian kinerja pada masing-masing kegiatan fisik 

dijabarkan sebagai berikut: 
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a) Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (BSPS) 

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah bentuk dukungan 

pendanaan dari pemerintah yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan 

Rendah (MBR) guna mendorong kemandirian dalam meningkatkan kualitas rumah 

secara swadaya. Kegiatan ini mengusung nilai gotong royong serta keterlibatan aktif 

masyarakat, dengan tujuan mewujudkan hunian yang layak serta berkontribusi dalam 

mengurangi jumlah rumah tidak layak huni. 

Pada Tahun Anggaran 2025, Provinsi NTB mendapatkan alokasi BSPS sebanyak 

1.610 unit yang didistribusikan di 10 Kabupaten/Kota di delineasi perkotaan dan 

pesisir. Kegiatan peningkatan kualitas rumah swadaya (BSPS) di delineasi perkotaan 

dan pesisir terselesaikan pada awal tahun 2026 dengan tuntas 100%. 

Tabel III.3 Alokasi BSPS Provinsi NTB TA 2025 

NO INDIKATOR KINERJA ALOKASI UNIT 

Delineasi Perkotaan 

1. Kota Mataram 115 
2. Kota Bima 150 

Total 265 

Delineasi Pesisir 

1. Kab. Lombok Barat 153 
2. Kab. Lombok Tengah 339 
3. Kab. Lombok Timur 463 
4. Kab. Lombok Utara 20 

5. Kab. Sumbawa Barat 20 
6. Kab. Sumbawa 20 
7. Kab. Dompu 80 
8. Kab. Kabupaten Bima 250 

Total 1.345 

 

 

Gambar III.1  Alokasi BSPS Provinsi NTB TA 2025 
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Gambar III.2  Pelaksanaan Fisik Kegiatan BSPS Delineasi Perkotaan TA 2025 
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Gambar III.3  Pelaksanaan Fisik Kegiatan BSPS Delineasi Pesisir TA 2025 

b) Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dan Sanitasi Rumah 

Kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh dan sanitasi rumah 

merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan lingkungan hunian yang layak 

khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui kegiatan ini, 

Kementerian PKP berupaya menurunkan luas kawasan kumuh, meningkatkan 

kualitas kesehatan masyarakat, serta menciptakan permukiman yang tertata sebagai 

bagian dari pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang berkelanjutan. 

Pada Tahun Anggaran 2025, Provinsi NTB mendapatkan alokasi kegiatan 

peningkatan kualitas permukiman kumuh sebesar 18,23 Ha yang mencakup kegiatan 

peningkatan kualitas sanitasi rumah sebanyak 90 unit di Kawasan Pantai Jempol yang 

berlokasi di Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Labuhan Badas, Kab. Sumbawa. 

Kegiatan ini terselesaikan 100% dengan dilaksanakannya PHO pada 28 Januari 

2026. 

 
 
 
 



 LAPORAN AKHIR KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2025 
 

70 
 

   SATKER PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

 
Gambar III.4 Data Umum Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh dan Sanitasi Rumah 

Kawasan Pantai Jempol, Kab. Sumbawa Tahun 2025 

 
Gambar III.5 Data Pelaksana Konstruksi dan Supervisi Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh dan 

Sanitasi Rumah Kab. Sumbawa Tahun 2025 
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Gambar III.6  Pelaksanaan Fisik Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh dan Sanitasi Rumah 

Kawasan Pantai Jempol, Kab. Sumbawa Tahun 2025 

C. Analisis Perbandingan Kinerja 

Analisis perbandingan kinerja disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh 

mengenai perkembangan capaian kinerja Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat dari waktu ke waktu, serta 

kesesuaiannya dengan target perencanaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian 

Kinerja, Renstra, dan indikator kinerja nasional. Analisis ini dilakukan dengan 

mengidentifikasi tren, perubahan, serta penyebab selisih antara target dan realisasi 

sehingga dapat menjadi dasar penentuan strategi perbaikan pada periode 

selanjutnya. 

1. Analisis Perbandingan Kinerja dengan Tahun Sebelumnya dan Beberapa 

Tahun Terakhir 

Analisis ini mengevaluasi perubahan capaian kinerja dari tahun pelaporan 

dibandingkan dengan tahun- tahun sebelumnya, yakni tahun 2023 – 2025. Dalam 3 

tahun terakhir, Satker Penyediaan Perumahan NTB / Satker PKP NTB mengalami 

pertambahan maupun pengurangan jumlah output kegiatan. Berikut adalah 

perbandingan capaian kinerja Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa 

Tenggara Barat pada Tahun 2023 – 2025 berdasarkan target pada Perjanjian Kinerja:
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Tabel III.4  Perbandingan Capaian Kinerja 5 Tahun Terakhir terhadap Target pada Perjanjian Kinerja 

No Program/Kegiatan/ Indikator Satuan 
2023 2024 2025 

Target Capaian % Target Capaian % Target Capaian % 
Program PKP 

1 
Jumlah Laporan 
Penyusunan Perencanaan 
Penyediaan Perumahan 

Laporan 1 1 100% 1 1 100% 4 4 100% 

2 
Jumlah Bantuan Stimulan 
Peningkatan Kualitas Rumah 
Swadaya 

Unit 1.542 1.542 100% 1.275 1.275 100% 1.610 1.610 100% 

3 
Jumlah Rumah Susun yang 
Dibangun 

Unit - - - 72 72 100% - - - 

4 
Jumlah Rumah Susun yang 
Dipelihara 

Tower 4 4 100% 1 1 100% - - - 

5 
Jumlah Rumah Khusus yang 
Dibangun 

Unit 28 28 100% 22 22 100% - - - 

6 
Jumlah Rumah Khusus yang 
Dipelihara 

Unit - - - - - - - - - 

7 
Jumlah rumah MBR yang 
mendapatkan bantuan PSU 

Unit 1.300 1.493 114.84% 700 750 107.14% - - - 

8 

Luas permukiman kumuh 
yang ditangani secara 
terpadu di Kawasan 
Permukiman 

Hektar - - - - - - 18.23 18.23 100% 

Program Dukungan Manajemen 

1 
Jumlah Layanan Sarana dan 
Prasarana Internal 

Laporan - - - - - - - - - 

2 
Jumlah Layanan Dukungan 
Manajemen Satker 

Laporan 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100% 

3 Jumlah Layanan Perkantoran Laporan 1 1 100% 1 1 100% - - - 

Jika dilakukan perbandingan capaian kinerja tahun 2023 – 2025, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja tiap 

tahunnya selalu konsisten tercapai minimal 100%, dengan capaian kegiatan PSU melebihi 100%. Capaian rata-rata kinerja 

pada tahun 2023 sebesar 102.47%, rata-rata capaian untuk tahun 2024 sebesar 101.02%, dan rata-rata capaian tahun 

2025 sebesar 100%. Dengan ini, dapat disimpulkan bahwa kinerja Satker PKP NTB berdasarkan target capaian pada PK 
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terlaksana dengan baik. Selanjutnya, dilakukan perbandingan capaian kinerja Satker Penyediaan Perumahan Provinsi 

Nusa Tenggara Barat pada Tahun 2023 – 2025 berdasarkan target pada Renstra: 

Tabel III.5  Perbandingan Capaian Kinerja 5 Tahun Terakhir terhadap Target pada Renstra 

No Program/Kegiatan/ Indikator Satuan 
2023 2024 2025 

Target Capaian % Target Capaian % Target Capaian % 
Program PKP 

1 
Jumlah Laporan Penyusunan 
Perencanaan Penyediaan 
Perumahan 

Laporan 3 1 33.33% 3 1 33.33% 3 3 100% 

2 
Jumlah Bantuan Stimulan 
Peningkatan Kualitas Rumah 
Swadaya 

Unit 3.170 1.542 48.64% 3.660 1.275 34.84% 1.610 1.610 100% 

3 
Jumlah Rumah Susun yang 
Dibangun 

Unit 173 - 0% 147 72 48.98% - - - 

4 
Jumlah Rumah Susun yang 
Dipelihara 

Tower 9 4 44.44% 6 1 16.67% - - - 

5 
Jumlah Rumah Khusus yang 
Dibangun 

Unit 40 28 70% 40 22 55% - - - 

6 
Jumlah Rumah Khusus yang 
Dipelihara 

Unit - - - - - - - - - 

7 
Jumlah rumah MBR yang 
mendapatkan bantuan PSU 

Unit 2.625 1.493 56.88% 3.332 750 22.51% - - - 

8 

Luas permukiman kumuh 
yang ditangani secara 
terpadu di Kawasan 
Permukiman 

Hektar - - - - - - 15 18.23 121,53% 

Program Dukungan Manajemen 

1 
Jumlah Layanan Sarana dan 
Prasarana Internal 

Laporan 2 - 0% 2 - 0% 1 - 0% 

2 
Jumlah Layanan Dukungan 
Manajemen Satker 

Laporan 2 1 50% 2 1 50% 1 1 100% 

3 Jumlah Layanan Perkantoran Laporan 2 1 50% 2 1 50% 1 - 0% 
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Capaian kinerja Satker Penyediaan Perumahan NTB tahun 2025 jika 

dibandingkan dengan tahun 2023 dan 2024 berdasarkan target jangka menengah 

atau Renstra meningkat dikarenakan tercapainya target seluruh kegiatan yang 

dilaksanakan di tahun 2025. Capaian rata-rata kinerja berdasarkan target renstra 

pada tahun 2023 sebesar 39,25%, rata-rata capaian untuk tahun 2024 sebesar 

34,59%, dan rata-rata capaian tahun 2025 sebesar 70%. Hal ini menunjukkan adanya 

peningkatan kinerja Satker PKP NTB di tahun 2025 menjadi lebih baik dari tahun-

tahun sebelumnya. 

2. Analisis Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan Target Jangka 

Menengah 

Perbandingan realisasi capaian kinerja dengan target Renstra Kementerian PKP 

Tahun 2025–2029 dianalisis dengan fokus pada ketercapaian sasaran program 

dalam kurun waktu jangka menengah. Analisis dilakukan untuk mengukur sejauh 

mana pelaksanaan program Satker PKP NTB berada dalam jalur pencapaian target 

Renstra, termasuk identifikasi deviasi dan potensi percepatan capaian pada tahun 

berikutnya. 

Tabel III.6  Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 terhadap Target pada Renstra 

PROGRAM/ 
KEGIATAN 

SASARAN 
PROGRAM/ 
SASARAN 
KEGIATAN/ 
INDIKATOR 

2025 2026 2027 2028 2029 TOTAL 

TARGET REALISASI 
% 

CAPAIAN 
TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET 

PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Hunian Layak 
KEGIATAN: Penyelenggaraan Sistem dan Strategi 
Pemantauan, Evaluasi dan 
Pelaporan 3 Laporan 3 Laporan 100% 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 11 Laporan 

KEGIATAN: Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum 
Penyelenggaraan Penyiapan 
Lahan dan Prasarana, Sarana, 
Utilitas Umum 

- - - 316 Unit 316 Unit 316 Unit 316 Unit 1.264 Unit 

KEGIATAN: Penyediaan Rumah Layak Huni 
  
Jumlah unit rumah swadaya 
  

 1.610 Unit  1.610 Unit 100%  5.933 Unit   5.933 Unit   5.933 Unit   5.933 Unit  25.342 Unit  

Jumlah rumah khusus yang 
terbangun 

 -  - -  594 Unit   594 Unit   594 Unit   594 Unit   2.376 Unit  

Jumlah rumah susun yang 
terbangun 

 -  - -  88 Unit   44 Unit   88 Unit   88 Unit   308 Unit  

SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh 
KEGIATAN: Penanganan Permukiman Kumuh 

Luas permukiman kumuh yang 
ditangani secara terpadu 

15 Ha 18,23 Ha 121,53% -   -     - 20 Ha  35 Ha  

PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN 
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman 
Provinsi Nusa Tenggara Barat 
KEGIATAN: Dukungan Manajemen Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat 

 Jumlah Layanan Perkantoran  1 Layanan - 0% 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 5 Layanan 
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PROGRAM/ 
KEGIATAN 

SASARAN 
PROGRAM/ 
SASARAN 
KEGIATAN/ 
INDIKATOR 

2025 2026 2027 2028 2029 TOTAL 

TARGET REALISASI 
% 

CAPAIAN 
TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET 

 Jumlah Layanan Umum  1 Layanan 1 Layanan 100% 3 Layanan 3 Layanan 3 Layanan 3 Layanan 13 Layanan 

 Jumlah Layanan Sarana 
Internal  

1 Layanan - 0% 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 5 Layanan 

 Jumlah Layanan Reformasi 
Kinerja  

- - - 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan 4 Layanan 

 

Seperti yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, capaian kinerja Satker 

PKP NTB di tahun 2025 sejauh ini dapat dikatakan cukup baik karena umumnya telah 

mencapai 100% kecuali layanan perkantoran dan layanan sarana internal. Adapun 

untuk tahun-tahun selanjutnya, diharapkan kinerja Satker PKP NTB lebih 

ditingkatkan lagi dan diupayakan mencapai target yang telah ditentukan dalam 

rencana jangka menengah. 

 

3. Analisis Perbandingan Kinerja keluaran Target Nasional 

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan 

melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran 

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Provinsi NTB Kementerian PKP, terdapat Alokasi Anggaran untuk 

Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional Nomor 6 (Membangun dari Desa 

dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan 

Pemberantasan Kemiskinan) dari 8 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. 

Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari Prioritas 

Nasional ini adalah sebagai berikut: 
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Gambar III.6.1  Arah Kebijakan Menuju Indonesia Emas 2045 dan RPJMN 2025-2029 

Prioritas Nasional 6 – Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan 

Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan. 

Pelaksanaan PN 6 difokuskan pada sektor Perumahan dan Kawasan 

Permukiman. Pada Satker PKP NTB, terdapat 1 program prioritas nasional dengan 

rincian output 1.610 Unit BSPS di wilayah kerja Satker PKP NTB dengan rincian 

sebagaimana terlampir. 

Tabel III.7  Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 Keluaran Target Nasional 

NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 
DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman 

SK-1 Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di Kawasan Permukiman 
1. Jumlah Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman 1.345 Unit 1.345 Unit 100% 

DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan 
SK-1 Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di Perkotaan 

1. Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perkotaan 265 Unit 265 Unit 100% 

 

D. Analisis Realisasi Anggaran 

Analisis realisasi anggaran dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai 

tingkat pemanfaatan anggaran pada Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode pelaporan. Analisis ini 
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membandingkan antara realisasi keuangan dengan Pagu DIPA dan persentase 

rencana keuangan. Fokus penilaian diarahkan pada efektivitas penyerapan 

anggaran, efisiensi pelaksanaan program, serta konsistensi realisasi anggaran 

dengan target kinerja yang telah ditetapkan. 

1. DIPA 

Alokasi anggaran Satker PKP NTB dirincikan berdasarkan empat DIPA yang 

telah mengalami beberapa kali perubahan dari awal hingga akhir revisi, yaitu: 

Tabel III.8  Rincian DIPA Satker PKP NTB Tahun 2025 

DIPA PAGU AWAL PAGU AKHIR 

Sekretariat Jenderal (691405) Rp 344.639.000 Rp 455.919.000 

Ditjen Kawasan Permukiman (691459) Rp 44.509.128.000 Rp 41.359.655.000 

Ditjen Perumahan Perdesaan (691513) Rp 83.331.000 Rp 42.310.000 

Ditjen Perumahan Perkotaan (691567) Rp 6.724.755.000 Rp 6.297.918.000 

 

2. Realisasi Anggaran 

a) DIPA Sekretariat Jenderal 

Realisasi anggaran pada DIPA Sekretariat Jenderal pada tahun 2025 ini diukur 

berdasarkan progres keuangan dibandingkan dengan rencana keuangan pada 

pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen. encana keuangan akhir ditargetkan 

sebesar 99.98% dengan realisasi akhir sebesar 99.98% (deviasi 0%) dan terdapat 

anggaran tidak terserap sebesar Rp 84.900,00.  Namun, terdapat deviasi/gap yang 

cukup besar pada rencana dan realisasi di bulan November dikarenakan adanya 

penambahan Pagu anggaran sehingga angka realisasi jauh melebihi yang angka 

rencana yang masih menggunakan Pagu sebelum revisi. Dapat disimpulkan bahwa 

capaian kinerja Satker PKP NTB pada DIPA Sekretariat Jenderal terlaksana dan 

anggaran terserap dengan baik.  
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Tabel III.9  Laporan Realisasi Keuangan pada DIPA Sekretariat Jenderal Tahun 2025 

 

Sumber: https://sakti.kemenkeu.go.id/ 

 
Tabel III.10  Realisasi Keuangan pada DIPA Sekretariat Jenderal Tahun 2025 

SASARAN KEGIATAN / 
INDIKATOR KINERJA 

TARGET 
PAGU 
(Rp) 

REALISASI 
(Rp) 

% KEUANGAN 

RN RL 

Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen 
1 Laporan 455.919.000 455.834.100 99.98% 99.98% 

1 Tingkat Layanan Dukungan Manajemen 

RN : Rencana 
RL : Realisasi 

 
Gambar III.7 Kurva Progres Keuangan pada DIPA Sekretariat Jenderal Tahun 2025 

 
b) DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman 

Analisis realisasi keuangan pada DIPA Ditjen Kawasan Permukiman mencakup 

perbandingan progres dengan rencana keuangan pelaksanaan pemantauan evaluasi, 

dan pelaporan, peningkatan kualitas rumah swadaya (BSPS) di delineasi pesisir, 

peningkatan kualitas permukiman kumuh termasuk peningkatan kualitas sanitasi 

rumah. 
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Tabel III.11  Laporan Realisasi Keuangan pada DIPA Ditjen Kawasan Permukiman Tahun 2025 

 

 

Tabel III.12  Realisasi Keuangan pada DIPA Ditjen Kawasan Permukiman Tahun 2025 

SASARAN KEGIATAN / 
INDIKATOR KINERJA 

TARGET 
PAGU 
(Rp) 

REALISASI 
(Rp) 

% KEUANGAN 

RN RL 

Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni 
di Kawasan Permukiman 

1 Laporan 114.431.000 113.971.420 99.60% 99.60% 
1 

Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan 
Pelaporan Pembangunan Rusun, 
Peningkatan Kualitas dan Penanganan 
Kumuh 

2 
Jumlah Rumah Swadaya yang ditingkatkan 
kualitasnya di kawasan permukiman 

1.345 Unit 29.429.445.000 29.428.984.652 99.99% 99.99% 

Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh 
18,23 Hektar 11.815.779.000 10.470.021.899 88.61% 88.61% 

1 Luas Kawasan Kumuh yang ditangani 

RN : Rencana 
RL : Realisasi 
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Gambar III.8  Kurva Progres Keuangan pada DIPA Ditjen Kawasan Permukiman Tahun 2025 

Secara keseluruhan, rencana dan realisasi keuangan pada DIPA Ditjen Kawasan 

Permukiman adalah sebesar 96.74% (deviasi 0%). Terdapat sisa anggaran yang tidak 

terserap pada Mata Anggaran Kegiatan sebagai berikut. Hal ini dijadikan sebagai 

evaluasi untuk tahun berikutnya agar Satker lebih berupaya untuk memaksimalkan 

penyerapan dengan melakukan perencanaan anggaran dengan lebih optimal serta 

mengupayakan agar sisa lelang dapat dialihkan ke MAK lain sebelum akhir tahun 

anggaran. 

 
Tabel III.13  Sisa Anggaran Tidak Terserap pada DIPA Ditjen Kawasan Permukiman Tahun 2025 

NO KEGIATAN SISA ANGGARAN (Rp) 
1. Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh 220.000,00 

2. Perencanaan Peningkatan Kualitas Sanitasi Prov. NTB 66.000.000,00 

3. Pelaksanaan Penanganan Permukiman Kumuh (Sisa lelang) 1.211.976.000 

4. Supervisi Peningkatan Kualitas Sanitasi Kawasan Pantai Jempol Kab. Sumbawa 67.000.000,00 

5. MAK Lainnya 1.481.029,00 

TOTAL 1.346.677.029 

 
c) DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan 

Anggaran pada DIPA Ditjen Perumahan Perdesaan yang mencakup pelaksanaan 

pemantauan evaluasi, dan pelaporan tidak dapat direalisasikan dikarenakan tidak 

adanya delineasi Perdesaan pada Provinsi NTB. Hal ini telah disampaikan melalui 

surat dari Satker PKP NTB No. PR03.03/Rb15.15/152 perihal Permohonan 
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Penyampaian Rencana Penyerapan Satker PKP Prov. NTB Ditjen Perumahan 

Perdesaan, di mana seluruh Pagu anggaran pada DIPA Nomor: SP DIPA -

146.04.1.691513 sebesar Rp 42.310.000,00 akan dikembalikan ke kas negara 100%. 

Tabel III.14  Laporan Realisasi Keuangan pada DIPA Ditjen Perumahan Perdesaan Tahun 2025 

 

Sumber: https://sakti.kemenkeu.go.id/ 

 

Tabel III.15  Realisasi Keuangan dan Fisik pada DIPA Ditjen Perumahan Perdesaan Tahun 2025 

SASARAN KEGIATAN / 
INDIKATOR KINERJA 

TARGET 
PAGU 
(Rp) 

REALISASI 
(Rp) 

CAPAIAN TRIWULAN IV 
KEUANGAN FISIK 

RN RL RN RL 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, 
Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan 
Evaluasi dalam Pembangunan Perumahan Perdesaan 1 Laporan 42.310.000 0 0% 0% 0% 0% 

1 
Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi 
Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan 

RN : Rencana 
RL : Realisasi 
 

 
 

Gambar III.9  Kurva Progres Keuangan pada DIPA Ditjen Perumahan Perdesaan Tahun 2025 
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d) DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan 

Realisasi anggaran pada DIPA Ditjen Perumahan Perkotaan pada tahun 2025 ini 

diukur berdasarkan progres keuangan dibandingkan dengan rencana keuangan pada 

pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pemantauan evaluasi, dan pelaporan serta 

peningkatan kualitas rumah swadaya (BSPS) di delineasi perkotaan. 

Tabel III.16 Laporan Realisasi Keuangan pada DIPA Ditjen Perumahan Perkotaan Tahun 2025 

 

Sumber: https://sakti.kemenkeu.go.id/ 

 

Tabel III.17  Realisasi Keuangan pada DIPA Ditjen Perumahan Perkotaan Tahun 2025 

SASARAN KEGIATAN / 
INDIKATOR KINERJA 

TARGET 
PAGU 
(Rp) 

REALISASI 
(Rp) 

% KEUANGAN 

RN RL 

Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, 
Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan 
Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan 
Perkotaan 

1 Laporan 504.815.000 503.672.498 99.90% 99.90% 

1 
Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi 
Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan 

Meningkatnya Kualitas Rumah Layak Huni di 
Perkotaan 265 Unit 5.793.733.000 5.793.441.920 99.99% 99.99% 
1 Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perkotaan 

RN : Rencana 
RL : Realisasi 
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Gambar III.10  Kurva Progres Keuangan pada DIPA Ditjen Perumahan Perkotaan Tahun 2025 

Secara keseluruhan, rencana dan realisasi keuangan pada DIPA Ditjen 

Perumahan Perkotaan adalah sebesar 99.99% (deviasi 0%) dan terdapat anggaran 

tidak terserap sebesar Rp 803.582,00. Dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja 

Satker PKP NTB pada DIPA Ditjen Perumahan Perkotaan terlaksana dan anggaran 

terserap dengan baik.  

3. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya 

Perbandingan realisasi anggaran Satker PKP NTB TA 2025 dengan Satker 

Penyediaan Perumahan NTB TA 2024 diukur melalui 2 capaian sasaran kegiatan, 

yaitu Kegiatan PKP atau Penyediaan Perumahan dan Kegiatan Dukungan 

Manajemen.  Berikut adalah perbandingan antara realisasi penyerapan anggaran 

dengan Pagu DIPA tahun 2025 dengan 2024: 

Tabel III.18 Perbandingan Realisasi Anggaran TA 2025 dan 2024 

Kegiatan 
2024 2025 

Pagu 
(Rp Ribu) 

Realisasi 
(Rp Ribu) 

% 
Pagu 

(Rp Ribu) 
Realisasi 
(Rp Ribu) 

% 

Penyediaan Akses 
Perumahan yang 
Layak dan Aman  

125.598.931 125.598.566 100.00 47.699.883 46.310.092 97.09 

Dukungan 
Manajemen 
Penyelenggaraan 
Perumahan  

845.707 845.645 99.99 455.919 455.834 99.98 

Total 126.444.638 126.444.211 100.00 48.155.802 46.765.926 97.11 
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Pada tahun 2025, persentase realisasi anggaran menunjukkan penurunan 

dibandingkan tahun 2024. Pada tahun 2024, realisasi anggaran mencapai 

Rp126.444.638.000 dari total pagu Rp126.444.638.000 atau sebesar 100%. 

Sementara itu, pada tahun 2025 realisasi anggaran mencapai Rp46.765.926.489 dari 

total pagu Rp48.155.802.000 atau sebesar 97.11%. Berdasarkan perbandingan 

tersebut, terjadi penurunan capaian sebesar 2.89%. 

Penurunan capaian realisasi anggaran pada TA 2025 ini dipengaruhi oleh faktor 

masa transisi Kementerian, di mana kegiatan baru dimulai efektif pada triwulan III 

sehingga penyerapan belum dapat dimaksimalkan, terutama pada anggaran yang 

tidak dapat terserap dari sisa lelang pekerjaan. Ke depannya, diharapkan 

perencanaan program dan anggaran dapat disusun dengan lebih baik, terukur, dan 

efektif untuk meningkatkan capaian tersebut. 

E. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dimaksudkan untuk menilai 

kemampuan Satker PKP NTB dalam mengoptimalkan berbagai sumber daya yang 

dimiliki untuk menghasilkan capaian kinerja secara maksimal. Evaluasi efisiensi 

dilakukan terhadap 3 komponen utama yang langsung mendukung pelaksanaan 

program dan kegiatan, yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta 

anggaran. Hasil analisis ini menjadi acuan dalam perbaikan tata kelola serta strategi 

peningkatan produktivitas pada periode pelaporan selanjutnya. 

1. Efisiensi Sumber Daya Manusia 

Evaluasi efisiensi pemanfaatan SDM difokuskan pada optimalisasi 

pembagian tugas, kesesuaian kompetensi dengan jabatan, serta kontribusi 

pegawai terhadap pencapaian target kinerja. Penilaian dilihat melalui 

produktivitas tim pelaksana, efektivitas koordinasi antar pejabat dan staf, serta 

kemampuan dalam menyelesaikan output kegiatan sesuai jadwal dan standar 

kualitas. Upaya peningkatan efisiensi antara lain dilakukan melalui pelatihan 

teknis, penguatan kapasitas jabatan, serta pemanfaatan sistem informasi kerja 

untuk mendukung akselerasi tugas. Adapun analisis terhadap efisiensi 

penggunaan sumber daya manusia dapat diuraikan pada tabel berikut. 
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Tabel III.19 Pemetaan SDM Satker PKP NTB Tahun 2025 

No Jabatan/Formasi 
Kebutuhan 

Ideal 
Eksisting 
Pegawai 

Gap 
Formasi 

1. JF Penata Kelola Perumahan Ahli Muda / Kepala Satker 1 1 0 

2. JF Penata Kelola Perumahan Ahli Muda / PPK 1 1 0 

3. Penata BMN / Analis Keuangan 1 1 0 

4. JF Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama 9 9 0 

5. JF Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama 5 2 -3 

6. 
JF Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman 
Ahli Pertama 

10 6 -4 

7. JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama 1 1 0 

8. JF Penata Kelola Penyehatan Lingkungan 2 0 -2 

9. JF Arsiparis Ahli Pertama 2 2 -1 

10. JF Pranata Komputer Ahli Pertama 1 1 0 

11. JF Pranata Komputer Terampil 1 1 0 

12. JF Penata Laksana Barang 1 0 -1 

13. Penata Layanan Operasional 1 1 0 

14. Pengadministrasian Perkantoran 1 1 0 

15. Operator Layanan Operasional (Administrasi) 1 1 0 

16. Operator Layanan Operasional (Pramubakti) 3 1 -2 

17. Operator Layanan Operasional (Pengemudi) 2 0 -2 

TOTAL 43 29 -14 

Potret SDM Satker PKP NTB ini berada pada posisi yang masih 

membutuhkan penambahan pegawai, terutama PNS untuk penempatan posisi 

pada jabatan perbendaharaan dan teknis sebagai penanggung jawab 

program/kegiatan sesuai struktur organisasi. Berdasarkan tabel di atas, jumlah 

SDM yang saat ini dimiliki masih kurang dari yang dibutuhkan. Namun demikian, 

jumlah SDM saat ini dimaksimalkan dengan membuat pembagian kerja sesuai 

dengan jafung dan kapasitas masing-masing yang dimiliki agar pelaksanaan 

pekerjaan di Satker PKP NTB tetap optimal. 

2. Efisiensi Sarana dan Prasarana 

Analisis pada komponen sarana dan prasarana dilakukan untuk menilai 

kesesuaian fasilitas kerja dengan kebutuhan operasional serta tingkat 

pemanfaatannya dalam mendukung pelaksanaan kegiatan. Penilaian mencakup 

penggunaan aset negara (BMN), ketersediaan perangkat pendukung kerja, 

pemeliharaan rutin, serta efektivitas pemanfaatan gedung kantor, kendaraan, dan 

perangkat elektronik. Pemanfaatan sarana prasarana yang efisien tercermin dari 

rendahnya biaya operasional serta peningkatan kualitas pelayanan administrasi 

dan teknis. 

Namun demikian, terdapat permasalahan atau tantangan perihal sarana dan 

prasarana, antara lain: 
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a) Satker PKP NTB dengan BP3KP Nusa Tenggara I sbelum memiliki kantor 

sendiri, sehingga sampai saat ini masih menempati kantor di gedung Rumah 

Susun ASN PUPR NTB yang merupakan aset BWS Kementerian PUPR. Hal 

ini menjadi tantangan bagi pelaksanaan pekerjaan di mana dokumen-

dokumen terutama yang berbentuk hard copy akan rawan hilang atau sulit 

untuk diarsipkan seperti semula jika berpindah kantor kembali, sehingga 

mengurangi efisiensi dan efektivitas kinerja. 

b) Sarana dan prasarana fisik seperti aset BMN berupa laptop/PC belum 

sepenuhnya dapat disediakan untuk digunakan oleh masing-masing pegawai, 

sehingga masih perlu menggunakan laptop pribadi. 

c) Sarana dan prasarana non fisik berupa pemanfaatan berbagai aplikasi digital 

telah digunakan dengan efektif dan efisien dalam keseharian pelaksanaan 

pekerjaan dan telah memberikan kemudahan dengan waktu yang lebih 

singkat. 

3. Efisiensi Anggaran 

Analisis efisiensi anggaran dilakukan untuk menilai hubungan antara realisasi 

anggaran dan output yang dihasilkan, termasuk rasio biaya per unit kegiatan dan 

tingkat efektivitas penyerapan anggaran terhadap capaian fisik. Penilaian 

diarahkan pada kesesuaian penggunaan anggaran dengan prioritas program, 

minimasi deviasi realisasi, serta optimalisasi proses pengadaan barang/jasa. 

Efisiensi anggaran juga tercermin dari kemampuan satuan kerja menghindari 

pemborosan serta memaksimalkan belanja langsung untuk mendukung output 

kegiatan. 

F. Analisis Pemanfaatan Informasi dalam Pelaporan Kinerja 

Analisis pemanfaatan informasi dalam pelaporan kinerja dilakukan untuk menilai 

sejauh mana data, dokumen pendukung, dan hasil monitoring kegiatan dimanfaatkan 

secara optimal dalam penyusunan laporan kinerja pada Satuan Kerja Perumahan dan 

Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pelaporan kinerja tidak hanya 

menggambarkan realisasi fisik dan anggaran, tetapi juga harus menyajikan informasi 

yang berkualitas, relevan, akurat, dan tepat waktu sehingga dapat digunakan sebagai 

dasar pengambilan keputusan oleh pimpinan, baik pada tingkat satuan kerja maupun 

unit eselon I terkait. 
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Pada periode pelaporan ini, pemanfaatan informasi difokuskan pada beberapa 

sumber utama, seperti Sistem Informasi Perumahan, laporan realisasi anggaran dari 

perbendaharaan, dokumen kontraktual pelaksanaan kegiatan, laporan bulanan 

monitoring teknis, dan hasil evaluasi lapangan. Informasi tersebut digunakan untuk: 

1) Menyusun capaian kinerja berdasarkan target Renstra dan Perjanjian Kinerja; 

2) Mengidentifikasi deviasi antara perencanaan dan pelaksanaan; 

3) Menganalisis faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kendala pelaksanaan 

kegiatan, serta; 

4) Merumuskan rekomendasi perbaikan untuk periode pelaporan berikutnya. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa ketersediaan data dan informasi pelaksanaan 

program menjadi faktor krusial dalam menghasilkan laporan kinerja yang akuntabel. 

Kualitas data yang baik mendukung transparansi, mendorong peningkatan integritas 

pelaksanaan kegiatan, serta memperkuat akuntabilitas kinerja satuan kerja. Ke 

depan, pemanfaatan informasi akan diarahkan pada peningkatan integrasi data antar 

direktorat teknis, penggunaan aplikasi digital untuk pelaporan, dan konsistensi 

pembaruan database sebagai upaya perbaikan tata kelola pelaporan kinerja. 

G. Faktor Pendukung Keberhasilan dan Penyebab Kegagalan 

Sejumlah potensi maupun kendala pada Satker PKP NTB yang berdampak pada 

capaian realisasi tahun ini, antara lain: 

1) DIPA Sekretariat Jenderal 

Pada kegiatan dukungan manajemen di tahun 2025 sejauh ini tidak terdapat 

permasalahan yang menghambat pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen. 

Realisasi keuangan maupun fisik dapat terlaksana dengan baik dan perlu lebih 

dioptimalkan lagi di tahun berikutnya. 

2) DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman 

Kendala pada DIPA Ditjen Kawasan Permukiman di akhir tahun ini berdampak 

pada deviasi yang besar pada rencana dan realisasi fisik, dengan deviasi - 7.89%. 

Progres fisik pada kegiatan peningkatan kualitas kumuh dan sanitasi rumah di 

kawasan Jempol, Sumbawa dan kegiatan BSPS di delineasi pesisir pada akhirnya 

mampu dituntaskan 100% melewati tanggal 31 Desember 2025. 
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3) DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan 

Kendala pada DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan adalah tidak 

adanya kegiatan dan tidak dapat terserapnya anggaran pada DIPA ini dikarenakan 

tidak adanya delineasi perdesaan pada Provinsi NTB. 

4) DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan 

Sebagaimana halnya dengan progres fisik pada kegiatan di DIPA Ditjen Kawasan 

Permukiman, progres fisik kegiatan BSPS di delineasi Perkotaan juga tidak mampu 

dituntaskan 100% di akhir tahun 2025, meskipun dengan deviasi yang tidak terlampau 

besar (-2.69%). Namun demikian, telah dibuat SPTJM dan komitmen tenaga fasilitator 

lapangan dan penerima bantuan untuk menyelesaikan pekerjaan hingga awal tahun 

2026. 

Identifikasi faktor pendukung keberhasilan dan penyebab kegagalan dilakukan 

untuk mengetahui aspek-aspek yang berpengaruh secara signifikan terhadap 

pencapaian setiap Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan di 

Satker PKP NTB. Hal ini menjadi bagian penting dalam siklus akuntabilitas kinerja, 

karena memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi internal maupun 

eksternal yang mempengaruhi pencapaian target kinerja pada periode pelaporan. 

Analisis faktor pendukung keberhasilan dan penyebab kegagalan terhadap target 

2025 disajikan sebagai berikut. 

Tabel III.20 Analisis Faktor Pendukung Keberhasilan dan Penyebab Kegagalan Tahun 2025 

NO INDIKATOR KINERJA 
Target 
2025 

Faktor Pendukung 
Keberhasilan 

Penyebab 
Kegagalan/Kendala 

DIPA Sekretariat Jenderal 

SK-1 Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Jenderal 

1. 

Jumlah Layanan Perkantoran 
 
 

1 Layanan Ketersediaan anggaran 
dukungan manajemen, 
kejelasan perencanaan 
layanan perkantoran, serta 
koordinasi internal yang 
efektif. 

Tidak terdapat kendala 
signifikan yang 
mempengaruhi 
pencapaian target TA 
2025. 

DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman 
SK-1 Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman 

1. 

Jumlah Laporan Pemantauan, 
Evaluasi dan Pelaporan 
Pembangunan Rusun, Peningkatan 
Kualitas dan Penanganan Kumuh 
Perumahan 

1 Laporan Ketersediaan data kegiatan, 
koordinasi lintas sektor, 
serta pelaksanaan 
monitoring dan evaluasi. 

Tidak terdapat kendala 
signifikan. 

2. 

Jumlah Unit Rumah Swadaya di Kawasan 
Permukiman 

1.345 Unit Dukungan anggaran, 
kesiapan lokasi dan 
penerima manfaat. 

Kendala teknis lapangan 
seperti kondisi cuaca, 
medan lokasi, dan akses 
material. 
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NO INDIKATOR KINERJA 
Target 
2025 

Faktor Pendukung 
Keberhasilan 

Penyebab 
Kegagalan/Kendala 

SK-2 Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh 

1. 

Jumlah Luas Penanganan Permukiman 
Kumuh 

18,23 Hektar Perencanaan lokasi tepat 
sasaran, sinergi dengan 
pemerintah daerah. 

Keterbatasan waktu 
pelaksanaan, sinamika 
kondisi lapangan, 
kurangnya kesiapan 
masyarakat, dan 
keterbatasan material dan 
tenaga lapangan di lokasi. 

DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan 
SK-1 Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di Perdesaan 

1. 

Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi 
Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan 

1 Laporan Tidak terdapat faktor 
pendukung karena tidak 
adanya penetapan delineasi 
perdesaan di Provinsi NTB. 

Kebijakan delineasi 
perdesaan tidak 
mencakup Provinsi NTB 
sehingga kegiatan tidak 
dapat dilaksanakan. 

DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan 
SK-1 Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di Perkotaan 

1. 

Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi 
Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan 

1 Laporan Ketersediaan data kegiatan, 
koordinasi lintas sektor, 
serta pelaksanaan 
monitoring dan evaluasi. 

Tidak terdapat kendala 
signifikan. 

SK-1 Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman 

1. 

Jumlah Rumah Swadaya Perumahan 
Perkotaan 

265 Unit Dukungan anggaran, 
kesiapan lokasi dan 
penerima manfaat. 

Keterbatasan waktu 
pelaksanaan, sinamika 
kondisi lapangan, 
kurangnya kesiapan 
masyarakat, dan 
keterbatasan material dan 
tenaga lapangan di lokasi. 

Analisis terhadap faktor pendukung dan penghambat ini tidak hanya membantu 

memahami penyebab keberhasilan dan ketidaktercapaian kinerja, tetapi juga menjadi 

dasar penyusunan strategi perbaikan pada periode pelaporan berikutnya. Dengan 

demikian, satuan kerja dapat merancang langkah tindak lanjut yang lebih terarah, 

realistis, dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.  
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BAB IV 
PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

Secara umum, target kinerja Satker PKP NTB telah dilaksanakan melalui empat 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yaitu DIPA Sekretariat Jenderal, DIPA 

Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, DIPA Direktorat Jenderal Perdesaan, dan 

DIPA Direktorat Jenderal Perkotaan. Pelaksanaan program melalui 4 DIPA 

menunjukkan kontribusi yang relatif seimbang, dengan capaian tertinggi berasal dari 

kegiatan fisik penanganan kawasan permukiman dan peningkatan kualitas hunian 

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). DIPA Sekretariat Jenderal memberikan 

dukungan manajemen yang memastikan kelancaran proses perencanaan, 

penganggaran, perbendaharaan, dan pelaporan, sedangkan DIPA teknis dari tiga 

direktorat memberikan keluaran nyata berupa unit rumah yang difasilitasi, kawasan 

yang tertangani, peningkatan kualitas hunian, penyediaan PSU, serta kegiatan 

pemberdayaan masyarakat di wilayah prioritas NTB. 

Satker PKP NTB di tahun 2025 mampu melaksanakan kegiatan sesuai 

dengan target capaian output yang telah direncanakan dan tercantum dalam 

Perjanjian Kinerja sebesar 100%. Realisasi anggaran Satker PKP NTB telah 

tercapai dengan persentase sebesar 97.11% terhadap alokasi keempat DIPA per 

tanggal 31 Desember 2025 dengan jumlah total realisasi sebesar Rp 

46.765.926.489,00 dari Pagu akhir sebesar Rp48.155.802.000,00. Adapun 

capaian output kegiatan yang telah tercapai di tahun ini antara lain: 

1) Terwujudnya hunian yang layak dan aman bagi Masyarakat Berpenghasilan 

Rendah di Provinsi NTB sebanyak 265 unit di delineasi perkotaan dan 1.345 

unit di delineasi pesisir; 

2) Terwujudnya peningkatan kualitas kawasan kumuh di Pantai Jempol, Kab. 

Sumbawa, Prov. NTB sebesar 18,23 Ha; dan 

3) Terwujudnya peningkatan kualitas sanitasi rumah di Kawasan Pantai 

Jempol, Kab. Sumbawa, Prov. NTB sebanyak 90 unit. 

Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pada 2025 menunjukkan bahwa seluruh 

target kinerja tahunan dapat direalisasikan sesuai perjanjian kinerja, meskipun masih 

terdapat beberapa deviasi dalam proses pelaksanaannya akibat kendala administratif 
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maupun teknis lapangan. Beberapa tantangan dan permasalahan yang terjadi perlu 

mendapatkan perhatian serius, seperti terhambatnya proses pencairan anggaran 

pada triwulan awal, keterbatasan tenaga teknis, kendala di lapangan, dan kesiapan 

masyarakat dalam pelaksanaan program. 

Secara keseluruhan, kinerja Satker PKP Provinsi NTB pada tahun pelaporan ini 

telah memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian sasaran program 

kementerian, khususnya dalam peningkatan akses hunian layak, penanggulangan 

permukiman kumuh, dan penyediaan infrastruktur permukiman yang lebih terjangkau, 

berkualitas, dan berkelanjutan. Hasil pelaksanaan kinerja tahun ini menjadi dasar bagi 

penyusunan rekomendasi dan langkah perbaikan pada tahun berjalan berikutnya, 

guna memastikan tercapainya target RPJMN 2025–2029 serta mendukung 

terwujudnya penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang semakin 

efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. 

 

B. Rekomendasi dan Tindak Lanjut 

Berdasarkan hasil evaluasi dari capaian kerja Satker PKP NTB TA 2025, berikut 

uraian rekomendasi dan rencana tindak lanjut sebagai upaya perbaikan untuk 

meningkatkan capaian kinerja pada tahun berikutnya, antara lain: 

1) Peningkatan kualitas perencanaan keuangan dengan memperkuat koordinasi 

antar unit terkait, meningkatkan pemahaman terhadap regulasi penganggaran, 

serta menyusun perencanaan berbasis kebutuhan dan kinerja. 

2) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian antara rencana 

anggaran dan realisasi, guna meminimalkan revisi anggaran dan meningkatkan 

efektivitas serta akurasi penyusunan perencanaan keuangan; 

3) Melaksanakan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan 

Satker PKP NTB melalui penguatan kompetensi teknis dan manajerial, 

peningkatan koordinasi antar pegawai, serta evaluasi kinerja secara berkala guna 

meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan organisasi; 

4) Membuat strategi percepatan khusus serta pengawasan dan pengendalian yang 

lebih intens untuk pelaksanaan pekerjaan yang masih berlangsung di akhir tahun 

sehingga dapat selesai dan tidak melewati tahun anggaran;  
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5) Melakukan koordinasi dengan para pihak terkait antara lain: Tim PPK, Perangkat 

Desa, Fasilitator, Bank Penyalur, Penyedia Jasa, dan stakeholder lainnya dalam 

seluruh proses pelaksanaan pekerjaan; 

6) Memaksimalkan gotong royong antar Kelompok Penerima Bantuan untuk 

mengatasi keterbatasan tukang serta memaksimalkan waktu kerja serta 

memastikan kualitas pekerjaan sesuai standar. 

Penyusunan laporan kinerja ini diharapkan dapat menyajikan informasi yang 

tepat dan bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan terkait pelaksanaan tugas 

dan fungsi Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

Informasi tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi dan umpan balik dalam rangka 

peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, sekaligus mendorong terwujudnya 

transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan prinsip good governance. Selain 

itu, capaian kinerja Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Nusa Tenggara 

Barat diharapkan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Provinsi Nusa 

Tenggara Barat, baik dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah maupun 

dalam pemenuhan kebutuhan hunian yang layak, aman, dan berkelanjutan. 
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LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2025 
 

DOKUMENTASI KEGIATAN TRIWULAN III (JULI - SEPTEMBER 2025) 

Rapat persiapan seleksi bank penyalur Kegiatan BSPS TA 2025 (Rabu, 2 Juli 
2025) 

Dokumentasi penjelasan mekanisme calon bank penyalur Kegiatan BSPS TA 2025 
(Selasa, 15 Juli 2025) 

Presentasi Proposal Seleksi calon bank penyalur Kegiatan BSPS TA 2025 
(Kamis, 24 Juli 2025) 
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Koordinasi dengan BPS NTB terkait DTSEN di Mataram (Senin, 28 Juli 2025) 

Kunjungan kerja H. Mori Hanafi, S.E., M.Com. (Anggota Komisi V DPR RI) di 
Kabupaten Sumbawa (Jumat, 1 Agustus 2025) 

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan PT. Bank NTB Syariah yang 
terpilih menjadi Bank Penyalur dana BSPS tahun 2025 (Jumat, 8 Agustus 2025) 
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Pembekalan TFL dan Korkab BSPS tahun 2025 di Kota Mataram 
(Jumat-Sabtu, 15-16 Agustus 2025) 

 
Kunjungan BPKP pusat terkait pelaksanaan audit di Kab. Lombok Tengah & 

Lombok Timur (Rabu, 20 Agustus 2025) 

 
Rapat Koordinasi Pelaksanaan BSPS, Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah dan 
Kawasan Permukiman Kumuh di Prov. NTB TA. 2025 (Jumat, 22 Agustus 2025) 

  
Workshop Persiapan Pengadaan Proyek Fisik TA 2025 di Lingkungan Kementerian 

Perumahan dan Kawasan Permukiman di Jakarta (Senin-Rabu, 25-27 Agustus 
2025) 
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Konsinyering Penyiapan Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan 
Peningkatan Kualitas Kumuh dan Sanitasi Rumah TA 2025 di Jakarta (Selasa, 26 

Agustus 2025) 

  
Sosialisasi Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah di Kawasan Permukiman Kumuh 

Jempol, Kab. Sumbawa (Kamis, 11 September 2025) 

  
Penandatanganan Pakta Integritas di Lingkungan Balai P3KP Nusa Tenggara I 

(Kamis, 25 September 2025) 

  
Kunjungan Wakil Menteri PKP ke Kantor Balai P3KP Nusa Tenggara I 

(Jumat, 26 September 2025) 
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Koordinasi dengan Dinas Sosial terkait pengajuan perubahan BNBA dari usulan 
Kemensos 

 

 
DOKUMENTASI KEGIATAN TRIWULAN IV (OKTOBER - DESEMBER 2025) 

Kunjungan Lapangan Dirjen Kawasan Permukiman terkait peningkatan kualitas 
Kawasan kumuh dan sanitasi rumah pada Pantai Jempol dan Kunjungan PSU di 
perumahan Griya Marcy Salva dan Alam Kerato Asri (Selasa, 7 Oktober 2025) 

  
Penandatanganan Kontrak Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Kawasan 

Pantai Jempol Kab. Sumbawa (Rabu, 8 Oktober 2025) 
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Kegiatan Sosialisasi Calon Penerima Bantuan BSPS 2025 

 
Kegiatan Serah Terima Buku Tabungan BSPS 2025 

  

Monitoring, Evaluasi, dan Tinjauan Lapangan kegiatan Peningkatan Kualitas 
Permukiman Kumuh & Sanitasi Rumah di Kawasan Jempol oleh Direktorat 

Pengembangan Kawasan Permukiman & Direktorat Bina Teknik Perumahan dan 
Kawasan Permukiman di Sumbawa (Sabtu-Senin, 11-13 Oktober 2025) 
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Entry meeting Pelaksanaan Audit Kinerja dan Evaluasi BSPS TA. 2025 oleh 
Inspektorat Jenderal Inspektorat Bidang Investigasi di Lingkungan Balai Pelaksana 
Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara I (Senin, 13 

Oktober 2025) 

  
Penandatanganan Kontrak Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah di Kawasan 

Pantai Jempol Kab. Sumbawa (Jumat, 14 Oktober 2025) 

  
Konsolidasi dan pendampingan tindak lanjut laporan pemeriksaan BPK RI TA 2024 

di Bandung (Selasa-Kamis, 14-16 Oktober 2025) 
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PCM & Pengukuran Bersama (MC-0) Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di 
Kawasan Pantai Jempol Kab. Sumbawa (Selasa-Rabu, 14-15 Oktober 2025) 

  
Kegiatan Pembekalan dari IRJEN secara luring di Kantor Balai P3KP NT I dan 

secara daring di Kantor Bappeda Sumbawa  (Senin, 20 Oktober 2025) 

  
Sosialisasi Pemeliharaan dan Perawatan Bio-Septictank pada kegiatan 

Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah di Kawasan Pantai Jempol Kabupaten 
Sumbawa 

(Selasa, 21 Oktober 2025) 
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Pelaksanaan Pemilihan Toko Terbuka (PTT) dan Eksternalisasi Penerapan Budaya 
Sadar Risiko pada Program BSPS 

  
Pendampingan Kunjungan Lapangan FLPP Perumahan Subsidi Bell Park 2 

Lombok Barat (Selasa, 28 Oktober 2025) 

  
Kegiatan PIPK SATKER PKP NTB (Kamis, 30 Oktober 2025) 
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Pendampingan Monitoring dan Evaluasi dengan Biro PBJ terkait pelaksanaan 
Pengadaan Barang dan Jasa di BP3KP NT I (Kamis, 30 Oktober 2025) 

  
Kegiatan Pembinaan Kinerja Pegawai Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan 

dan Kawasan Permukiman oleh PPSDM di Ruang Rapat Balai P3KP Nusa 
Tenggara I 

(Senin, 3 November 2025) 

  
Pemantauan dan Verifikasi Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI di 

Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Makassar  
(Senin-Jumat, 3-7 November 2025) 
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Desk Penyusunan rencana aksi dan PK Balai dan Satker di Kantor Bappeda 
Provinsi Bali (Kamis, 13 November 2025) 

  
Pemaparan/Ekspose terhadap 3 Paket Pekerjaan BP3KP NT I TA 2025 di 

Kejaksaan Tinggi Provinsi NTB (Senin, 17 November 2025) 

  
Pemaparan/Ekspose permohonan pendampingan kegiatan Peningkatan Kualitas 

Sanitasi Rumah di Kawasan Pantai Jempol TA 2025 di BPKP Provinsi NTB  
(Selasa, 18 November 2025) 
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Kunjungan Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Kegiatan Peningkatan Kualitas 
Kawasan Kumuh Jempol dan Sanitasi Rumah oleh Kejaksaan Tinggi Prov. NTB  

(Selasa, 25 November 2025) 

  

Pendampingan BPKP untuk peninjauan lapangan program peningkatan sanitasi 
rumah di kawasan Jempol, Kab. Sumbawa  

(Senin, 15 Desember 2025) 

  
Kegiatan Evaluasi Progres Fisik SATKER PKP NTB TA 2025 

(Kamis-Sabtu, 18-20 Desember 2025) 
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Pengawasan dan Pengendalian pada kegiatan BSPS 2025 

  
Pengawasan dan Pengendalian pada kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan 

Kumuh Pantai Jempol, Kab. Sumbawa  2025 

  

Pengawasan dan Pengendalian pada kegiatan Peningkatan Kualitas Sanitasi 
Rumah di Kawasan Pantai Jempol, Kab. Sumbawa  2025 
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LAMPIRAN DIPA SATKER PKP NTB TA 2025 

 



 LAPORAN AKHIR KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2025 
 

110 
 

   SATKER PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

 

 

 



 LAPORAN AKHIR KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2025 
 

111 
 

   SATKER PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

 

 



 LAPORAN AKHIR KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2025 
 

112 
 

   SATKER PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

 

  



 LAPORAN AKHIR KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2025 
 

113 
 

   SATKER PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

 

 



 LAPORAN AKHIR KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2025 
 

114 
 

   SATKER PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

 

 



 LAPORAN AKHIR KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2025 
 

115 
 

   SATKER PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

 

 



 LAPORAN AKHIR KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2025 
 

116 
 

   SATKER PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

 

 



 LAPORAN AKHIR KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2025 
 

117 
 

   SATKER PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

 

 



 LAPORAN AKHIR KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2025 
 

118 
 

   SATKER PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

 

 



 LAPORAN AKHIR KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2025 
 

119 
 

   SATKER PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

 

 



 LAPORAN AKHIR KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2025 
 

120 
 

   SATKER PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

 

 



 LAPORAN AKHIR KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2025 
 

121 
 

   SATKER PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

 

 



 LAPORAN AKHIR KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2025 
 

122 
 

   SATKER PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

 

 



 LAPORAN AKHIR KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2025 
 

123 
 

   SATKER PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

 

 



 LAPORAN AKHIR KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2025 
 

124 
 

   SATKER PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

 

 



 LAPORAN AKHIR KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2025 
 

125 
 

   SATKER PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

 

 



 LAPORAN AKHIR KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2025 
 

126 
 

   SATKER PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

 

 



 LAPORAN AKHIR KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2025 
 

127 
 

   SATKER PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

 

 



 LAPORAN AKHIR KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2025 
 

128 
 

   SATKER PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

 

 



 LAPORAN AKHIR KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2025 
 

129 
 

   SATKER PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

 

 



 LAPORAN AKHIR KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2025 
 

130 
 

   SATKER PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

 

 



 LAPORAN AKHIR KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2025 
 

131 
 

   SATKER PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

 



 LAPORAN AKHIR KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2025 
 

132 
 

   SATKER PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA AWAL SATKER PKP NTB TA 2025
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LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA REVISI AKHIR SATKER  
PKP NTB TA 2025
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LAMPIRAN SURAT PENYAMPAIAN REALISASI CAPAIAN OUTPUT 
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN DI BALAI DAN 

SATKER PKP TA 2025
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LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERUMAHAN DAN 
KAWASAN PERMUKIMAN NOMOR: 023/KPTS/M/2025
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